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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang respon Indonesia terhadap kebijakan
European Union deforestation Regulation (EUDR) dengan membentuk Ad Hoc
joint Task Force Bersama Malaysia dan Uni Eropa. Dalam kebijakan EUDR, setiap
produk komoditas hutan yang di ekspor ke Uni Eropa harus bebas dari deforestasi.
Penerapan kebijakan ini berdampak negative bagi perekonomian negara-negara
produsen. Oleh sebab itu, pembentukan Ad Hoc Joint Task Force merupakan strategi
Indonesia dan Malaysia untuk menegosiasikan pengimplementasian dari kebijakan
EUDR agar bisa meminimalisir dampak negative bagi para produsen dan
perekonomian negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori rational
choice dengan konsep kepentingan nasional dan kerja sama internasional sebagai
dasar dalam menganalisis permasalahan. Dengan metode penelitian kualitatif dan
kajian literatur, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari buku,
artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen dari situs pemerintah sebagai bahan dalam
mengkaji permasalahan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pembentukan Ad Hoc
Joint Task Force (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam merespons
kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mencerminkan
strategi diplomasi negara yang dikalkulasi secara rasional guna mempertahankan

kepentingan nasional dalam sektor ekonomi strategis.
Kata Kunci : Ad Hoc Joint Task Force, European Union Deforestation

Regulation (EUDR), Kepentingan Nasional, Kelapa Sawit, Kerja Sama

Internasional
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ABSTRACT

This study discusses Indonesia’s response to the European Union
Deforestation Regulation (EUDR) policy by forming an Ad Hoc Joint Task Force
with Malaysia and the European Union. Under the EUDR policy, all forest
commodities exported to the European Union must be deforestation-free. The
implementation of this policy has a negative impact on the economies of producer
countries. Therefore, the formation of the Ad Hoc Joint Task Force is a strategy by
Indonesia and Malaysia to negotiate the implementation of the EUDR policy in
order to minimize the negative impact on producers and the national economy. In
this study, the researcher uses rational choice theory with the concepts of national
interest and international cooperation as the basis for analyzing the problem. Using
qualitative research methods and literature review, the researcher collects various
information from books, scientific articles, and documents from government
websites as material for analyzing the problem. This study shows that the formation
of the Ad Hoc Joint lask Force (JTE) between Indonesia, Malaysia, and the
European Union in response to the European Union Deforestation Regulation
(EUDR) reflects a rationally calculated diplomatic strategy to uphold national

interests in strategic economic sectors.

Key Word :Ad Hoc Joint Task Force, European Union deforestation Regulation

(EUDR), National Interest, International cooperation, Palm Oil
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai
diterapkan sejak 29 Juni 2023 membawa dampak besar bagi negara-negara
berkembang, khususnya yang menggantungkan perekonomian pada ekspor
komoditas berbasis sumber daya alam. Langkah Uni Eropa yang memberlakukan
regulasi ini secara ekstrateritorial, atau ke luar wilayahnya sendiri, dikenal sebagai
fenomena Brussels Effect. Banyak pihak menganggap pendekatan ini terkesan
sepihak , karena tidak melibatkan mekanisme internasional yang sah seperti melalui
konsensus global atau organisasi multilateral. Akibatnya, kebijakan ini dipandang
oleh sebagian kalangan sebagai bentuk imperialisme regulasi, di mana Uni Eropa
memaksakan standar hukum - dan nilai-nilainya ke  negara lain tanpa
mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di luar
wilayahnya (Monitor, 2023).

Kebijakan EUDR bertujuan untuk menghentikan masuknya produk-produk
yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan ke pasar Eropa. Latar
belakang regulasi ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan krisis lingkungan,
khususnya perubahan iklim dan menurunnya keanekaragaman hayati, yang banyak
dipicu oleh aktivitas deforestasi dan kerusakan hutan. Dengan diberlakukannya
EUDR, Uni Eropa berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca akibat

deforestasi, serta mendorong konsumsi global terhadap produk-produk yang tidak



merusak hutan, sehingga membantu menjaga kelestarian hutan dan biodiversitas
secara global (Sahuri et al., 2024).

Dalam article 3 Regulasi Uni Eropa melarang masuknya komoditas beserta
produk olahannya ke pasar Eropa apabila berkaitan dengan aktivitas deforestasi,
kerusakan hutan, atau ketidaksesuaian hukum, dengan batas waktu yang ditetapkan
sejak 31 Desember 2020. Akses ke pasar Uni Eropa hanya dibolehkan jika produk
tersebut:

a. Tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan

setelah tanggal tersebut;

b. Telah diproduksi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di

negara asalnya; serta

c. Telah melalui proses verifikasi ketelusuran (due diligence) yang

mencakup rantai pasok yang dapat ditelusuri, koordinat lokasi produksi
(geolokasi), serta langkah mitigasi risiko yang disesuaikan dengan
klasifikasi risiko—baik rendah, sedang, maupun tinggi (Monitor, 2023).

Regulasi ini secara langsung memengaruhi beberapa komoditas unggulan
Indonesia yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Eropa. Produk- produk
seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu, yang merupakan tulang
punggung ekspor Indonesia ke Uni Eropa, kini menghadapi tantangan baru untuk
memenuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat.

Sebagai negara yang cukup bergantung pada ekspor komoditas yang kini
masuk dalam cakupan EUDR, Indonesia menghadapi tantangan serius dari

hadirnya standar lingkungan global yang baru ini. EUDR memperkenalkan bentuk



hambatan non-tarif tambahan, yang tidak hanya memperketat syarat keberlanjutan,
tetapi juga meningkatkan beban administratif serta biaya kepatuhan, terutama bagi
eksportir dari negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang
seperti Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor berbasis
lahan, khususnya kelapa sawit berpotensi menghadapi penyusutan akses ke pasar
Uni Eropa bila tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar keberlanjutan yang
ditetapkan. Lebih jauh, ketentuan sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi tersebut
dapat menciptakan jurang ketimpangan antara pelaku usaha skala besar dan kecil.
Perusahaan besar umumnya punya sumber daya dan infrastruktur untuk memenuhi
persyaratan tersebut, sementara pelaku usaha kecil kerap terkendala dalam hal
teknis, biaya, maupun akses terhadap sistem kepatuhan yang kompleks (Hasna,
2025).

Implementasi - European -~ Union — Deforestation -~ Regulation - (EUDR)
diperkirakan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke
pasar Uni Eropa. Menurut laporan PwC Indonesia, apabila Indonesia gagal
memenuhi standar keberlanjutan dan ketelusuran yang ditetapkan dalam regulasi
tersebut, maka total potensi kerugian ekspor bisa mencapai hingga USD 7 miliar
per tahun. Kerugian terbesar diproyeksikan akan dialami oleh sektor minyak kelapa
sawit (CPO) yang saat ini menyumbang sekitar USD 3,5 miliar per tahun untuk
ekspor ke Eropa. Selain itu, sektor karet alam juga sangat berisiko, dengan nilai
ekspor ke Uni Eropa yang mencapai hampir USD 1 miliar per tahun, serta sektor
produk kayu dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan teh yang turut

menghadapi tekanan serupa. Besarnya potensi kerugian ini mencerminkan



pentingnya kesiapan Indonesia, baik dari segi regulasi domestik, sistem verifikasi
legalitas, hingga kesiapan pelaku industri dalam menerapkan prinsip-prinsip due
diligence dan ketelusuran rantai pasok sebagaimana disyaratkan dalam EUDR
(Cahyoputra, 2023).

Dalam merespon kebijakan tersebut, pada Mei 2023, Indonesia dan Malaysia
melakukan misi diplomatik bersama ke Brussel, pusat pemerintahan Uni Eropa.
Tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk berdialog langsung dengan para
pembuat kebijakan di Komisi Eropa dan anggota Parlemen Uni Eropa yang terlibat
dalam perumusan EUDR. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia-Malaysia
menyampaikan keberatan mereka terhadap regulasi ini dan menjelaskan potensi
dampak negatif - yang mungkin timbul jika EUDR diterapkan tanpa
mempertimbangkan kondisi khusus negara produsen.

Pembentukan Joint Task Force (JTF) antara Indonesia — Malaysia — Uni
Eropa merupakan langkah strategis sebagai media konsultatif dalam membangun
kesepahaman mengenai implementasi kebijakan EUDR. Kerja sama tersebut juga
sebagai bentuk balance of power Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi
tekanan kebijakan dari Uni Eropa. Konsep ini penting dalam hubungan
internasional yang merujuk pada distribusi kekuasaan di antara negara-negara
sedemikian rupa sehingga tidak ada satu negara pun yang cukup kuat untuk
mendominasi atau mengendalikan negara lain. Tujuan utama dari keseimbangan
kekuasaan ini adalah mencegah terjadinya dominasi oleh satu pihak, yang bisa

menyebabkan konflik atau ketidakstabilan global.



1.2 Pertanyaan Penelitian

Regulasi kebijakan deforestasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa
telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara-negara berkembang yang
bergantung pada ekspor komoditas. Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang yang menjadikan ekspor komoditas sebagai pilar ekonomi negara,
terkena imbasnya dengan pembatasan ekspor dari Uni Eropa. Berdasarkan uraian
tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah
“Mengapa Indonesia dan Malaysia membentuk Ad Hoc Joint Task Force Bersama
Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan EUDR?”
1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami respon Indonesia terhadap
kebijakan EUDR dengan membentuk Ad Hoc Joint Task Force dengan Malaysia
dan Uni Eropa. Tulisan ini disusun berdasarkan teori Rational choice theory dengan
konsep Kepentingan Nasional dan Kerja Sama Internasional.
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan
manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional

terkait pengaruh kebijakan suatu negara
2. Untuk memahami bagaimana suatu negara merespon kebijakan dari

negara lain



1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan
memberikan gambaran bahwa diperlukannya negosiasi antara Pemerintah
Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam memahami implementasi dari kebijakan
EUDR ini.
1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar
pembahasan lebih terfokus dan terarah. Penelitian hanya menganalisis
pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) Indonesia—Malaysia—Uni Eropa
sebagai respons terhadap implementasi European Union Deforestation Regulation
(EUDR), dengan penekanan pada kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik
yang tercermin melalui lima workstream utama yang dibahas dalam forum tersebut.
Ruang lingkup geografis penelitian terbatas pada Indonesia dan Malaysia sebagai
negara produsen utama komoditas terdampak, serta Uni Eropa sebagai aktor
pembuat regulasi, sehingga dinamika yang melibatkan negara lain di luar ketiga
pihak tersebut tidak dibahas secara mendalam. Dari sisi temporal, penelitian
difokuskan pada periode 2023-2024, yakni sejak pembentukan JTF hingga
pelaksanaan pertemuan kedua JTF, sehingga perkembangan setelah periode
tersebut hanya disebutkan secara sekilas sebagai informasi tambahan. Secara
teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan Rational Choice Theory dengan
konsep kepentingan nasional sebagai kerangka analisis utama, sementara teori lain
tidak menjadi fokus kajian. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa

dokumen resmi, laporan lembaga internasional, pernyataan pemerintah, artikel



akademik, hasil wawancara, serta berita yang relevan, sementara data kuantitatif
hanya dijadikan pelengkap untuk memperkuat analisis.
1.6 Sitematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menerangkan alasan penulis mengambil penelitian
permasalahan ini dan dinilai layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi sebagai
bahan kajian ilmiah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana latar belakang
permasalahan yang menjadi masalah sehingga akan dibahas pada bab selanjutnya,
ada juga pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kerangka
pemikiran dan teori yang digunakan untuk membedah permasalah yang penulis
ambil, atau dapat dikatakan sebagai (pisau analisis) sehingga mampu menghasilkan
sebuah hasil dan membantu dalam bab pembahasan lainnya.

BAB Il METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan bagaimana metodologi penulisan
dilakukan. Meliputi Paradigma peneltian yang penulis gunakan sebagai sudut
pandang guna melihat suatu permasalahan kemudian ada pendekatan penelitian,
jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrument penelitian,
teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pembentukan Ad Hoc Joint Task

Force Indonesia—Malaysia—Uni Eropa sebagai respons terhadap kebijakan EUDR.



Pembahasan mencakup latar belakang kebijakan EUDR, proses pembentukan JTF,
serta analisis rasionalitas pembentukan JTF berdasarkan teori Rational Choice.
Analisis difokuskan pada kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia
dan Malaysia, serta diperkuat dengan hasil wawancara dan kajian penelitian
terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai pembentukan Ad Hoc Joint

Task Force Indonesia—Malaysia—Uni Eropa sebagai respons atas kebijakan EUDR, yang
dikaji melalui pendekatan teori Rational Choice. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang
ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan, serta peneliti selanjutnya sebagai

tindak lanjut atas temuan penelitian.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang berjudul “Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force
Indonesia-Malaysia-Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan European Union
Deforestation (EUDR)”, maka untuk memperkaya materi dan dapat
dipertanggungjawabkan, penulis menemukan beberapa bahan bacaan pustaka
seperti karya tulis ilmiah baik jurnal maupun informasi di media massa yang
memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang penulis analisis.

Dari beberapa sumber bahan rujukan yang penulis lakukan, ada beberapa
sumber yang membahas mengenai respon suatu negara terhadap kebijakan negara
lain, upaya Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan EUDR. Namun, dari
beberapa sumber tersebut penulis belum menemukan pembahasan yang spesifik
mengenai strategi penyeimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan
dalam sektor deforestasi. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis kasus
tersebut.

Referensi pertama, jurnal yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia
Dalam Menghadapi Kebijakan Bebas Deforestasi Uni Eropa Mengenai Sektor
Kelapa Sawit Tahun 2023”, yang ditulis oleh Alma Areila Hasna yang dimuat
dalam Global Insight Journal Vol. 02 No. 01 Tahun 2025. Jurnal ini membahas
mengenai respons kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa, Indonesia mengambil
langkah proaktif dan strategis dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan

keberlanjutan. Melalui implementasi RAN-KSB dan sistem ketertelusuran seperti
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Dasbor Nasional, Indonesia berupaya memenuhi standar EUDR. Kerja sama dalam
Ad Hoc Joint Task Force bersama Malaysia dan Uni Eropa juga menunjukkan
komitmen untuk mencari solusi bersama. Meski kebijakan ini berpotensi merugikan
industri sawit nasional, Indonesia tetap bersikap konstruktif dengan mendorong
pertukaran praktik terbaik dan peningkatan daya saing di pasar global.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kepentingan dalam
pembentukan ad hoc joint task force antara Indonesia-Malaysia-Uni Eropa dalam
membentuk pemahaman bersama mengenai implementasi dari kebijakan EUDR.
Dengan menggunakan teori neorealisme klasik, pembentukan ad hoc joint task
force ini sebagai media balancing antara negara-negara berkembang seperti
Indonesia dan Malaysia untuk dapat bernegosiasi dengan Uni Eropa yang
merupakan negara maju.

Jurnal kedua yang berjudul “Strategi Menghadapi Regulasi Bebas
Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Pada Karet Alam Berkelanjutan” yang ditulis
oleh Sahuri, Lina Fatayati Syarifa, Andrea Akbar, Radite Tistama, Suroso
Rahutomo, dan Aprizal Alamsyah dalam warta perkaretan 2024, 43 (1), 57-66.
Jurnal menjelaskan Untuk menghadapi EUDR, pelaku industri karet Indonesia
dapat membentuk Joint Task Force dengan negara produsen lain, membangun
sertifikasi produk yang diakui UE, serta memperkuat diplomasi internasional.
Selain itu, penting untuk mempercepat pendataan industri dan pekebun melalui
Siperibun dan e-STDB, serta menerapkan sertifikasi berkelanjutan dan model

produksi karet ramah lingkungan.
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Penelitian ini berfokus pada pembentukan A4d Hoc Joint Task Force (JTF)
antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respon kolektif terhadap
kebijakan EUDR, dengan menggunakan pendekatan teori Rational Choice untuk
menjelaskan rasionalitas di balik tindakan strategis negara-negara produsen
komoditas, khususnya dalam sektor kelapa sawit. Fokus utama dari penelitian ini
adalah menelaah bagaimana JTF menjadi instrumen diplomasi ekonomi sekaligus
wadah negosiasi teknis yang merepresentasikan kepentingan ekonomi, politik, dan
lingkungan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebijakan EUDR yang
dinilai bersifat unilateralis dan berdampak pada pasar ekspor.

Selanjutnya dalam jurnal berjudul “Persiapan Pemerintah Indonesia
Dalam Menghadapi Embargo Kelapa Sawit Sebagai Dampak Penerapan
Eudr” yang ditulis Fara Mutia, Sutiarnoto, Vita Cita Emia Tarigan Sriwijaya
Journal of Private Law Vol. 1, No. 2, Oktober2024. Penelitian ini membahas tentang
Uni Eropa menerapkan EUDR sebagai bentuk kepedulian terhadap isu deforestasi,
termasuk pada komoditas sawit yang berdampak langsung bagi Indonesia.
Menanggapi hal ini, Indonesia mengambil sejumlah langkah seperti mengirim surat
ke Uni Eropa, memperkuat kerja sama dengan negara produsen sawit lainnya,
mendorong penerapan ISPO, dan mempertimbangkan gugatan ke WTO karena
dianggap melanggar asas non-diskriminasi. Upaya tersebut menunjukkan keinginan
Indonesia mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini menganalisis pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF)
Indonesia—Malaysia—Uni Eropa sebagai respons strategis terhadap kebijakan

European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dengan menggunakan
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pendekatan teori Rational Choice, penelitian ini menyoroti rasionalitas tindakan
kolektif kedua negara produsen kelapa sawit dalam melindungi kepentingan
nasional, terutama dalam aspek ekonomi, politik, dan lingkungan. Pembentukan
JTF dipandang sebagai forum diplomasi dan negosiasi teknis yang tidak hanya
bertujuan mempertahankan akses pasar ekspor ke Uni Eropa, tetapi juga
memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang terhadap regulasi global yang
dinilai berpotensi diskriminatif.

Jurnal keempat berjudul “Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi
Berkelanjutan Menghadapi Daya Saing Global dan Ekonomi Hijau” yang
ditulis oleh Dwi Najah Tsiwiyati dalam Jurnal Esensi Hukum Volume 6 No. 2,
Desember Tahun 2024. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan industri kelapa
sawit berperan penting dalam ekonomi Indonesia, namun menghadapi tantangan
dari regulasi keberlanjutan global seperti EUDR dan RED II. Hilirisasi dinilai
sebagai solusi strategis untuk menekan dampak lingkungan, meningkatkan nilai
tambah, serta membuka lapangan kerja. Tantangan ini juga memberi peluang untuk
memperkuat daya saing dengan menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social,
Governance), teknologi ramah lingkungan, dan sistem sertifikasi berkelanjutan.
Transformasi menuju industri sawit hijau dan terintegrasi menjadi kunci untuk
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada pembentukan 4d Hoc Joint Task Force (JTF)
Indonesia—Malaysia—Uni Eropa sebagai strategi diplomasi kolektif dalam

merespons kebijakan EUDR, dengan menggunakan pendekatan teori Rational
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Choice untuk menelaah rasionalitas negara dalam melindungi kepentingan
nasional, khususnya dalam sektor kelapa sawit.

Selanjutnya, jurnal berjudul “Analisis Dampak Kebijakan EUDR
Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai
Timber Indonesia)” yang ditulis oleh Ratri Anisa Oktariyanti dan M. Syaprin
Zahidi dalam Jurnal Hubungan Internasional Peradaban. Jurnal ini membahas
bagaimana kebijakan EUDR memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha
Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan seperti PT. Kutai Timber Indonesia.
Penulis menjelaskan bahwa Indonesia belum secara resmi meratifikasi EUDR dan
menunjukkan sikap penolakan di berbagai forum internasional. Di tengah masa
transisi hingga 30 Desember 2024, perusahaan-perusahaan ekspor mulai
mempersiapkan strategi adaptasi, seperti pengumpulan dokumen legalitas,
pemenuhan sertifikasi, serta pembagian tugas - internal untuk menghadapi
mekanisme due diligence yang ditetapkan Uni Eropa.

Penelitian ini berfokus pada pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF)
antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respons strategis dalam
kerangka diplomasi internasional menghadapi kebijakan EUDR. Dengan
menggunakan teori Rational Choice, Anda menelaah bagaimana negara bertindak
secara rasional dalam melindungi kepentingan nasional melalui kerja sama lintas

negara produsen sawit.
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No Nama Penulis Judul Penelitian Ringkasan
1 |Alma Areila Hasna |Upaya  Pemerintah{Jurnal ini membahas
Indonesia Dalamjmengenai respons kebijakan
Menghadapi bebas deforestasi Uni Eropa,
Kebijakan Bebas{lndonesia mengambil
Deforestasi Uniflangkah proaktif dan strategis
Eropa Mengenaildengan ~ menyeimbangkan|
Sektor Kelapa Sawitlaspek ekonomi dan|
Tahun 2023 keberlanjutan. Melalui

implementasi RAN-KSB dan
sistem ketertelusuran seperti
Dasbor Nasional, Indonesial
berupaya memenuhi standar
EUDR. Kerja sama dalam Ad

Hoc Joint Task Force

bersama Malaysia dan Uni

Eropa juga menunjukkan

komitmen untuk mencari

solusi bersama. Meski

lkebijakan ini  berpotensi

merugikan industri  sawit

nasional, Indonesia tetap




15

No

Nama Penulis

Judul Penelitian

Ringkasan

bersikap konstruktif dengan
mendorong pertukaran|

praktik terbaik dan|
peningkatan daya saing di

pasar global.

Sahuri, Lina Fatayati

Syarifa, Andreaq|
Akbar, Radite
Tistama, Suroso
Rahutomo, Aprizal
Alamsyah

Strategi Menghadapi
Regulasi Bebas
Deforestasi Uni
Eropa (EUDR) Pada

Karet Alam|

Berkelanjutan

Jurnal menjelaskan Untuk
menghadapi EUDR, pelakul
industri karet Indonesia dapat|
membentuk Joint Task Force
dengan negara produsen lain,
membangun sertifikasi
produk yang diakui UE, serta]
memperkuat

diplomasi

internasional.  Selain itu,

penting untuk mempercepat
dan|

pendataan  industri

pekebun melalui Siperibun|

dan e-STDB, serta
menerapkan sertifikasi
berkelanjutan dan model
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No Nama Penulis Judul Penelitian Ringkasan
produksi karet ramah
lingkungan.

3 [Fara Mutia,|Persiapan Pemerintah|Penelitian ini membahas
Sutiarnoto, Vita Citalndonesia Dalamitentang Uni Eropal

Emia Tarigan

Menghadapi
Embargo Kelapa)
Sawit Sebagai

Dampak Penerapan|

EUDR

lke WTO karena dianggap

menerapkan EUDR sebagai
bentuk kepedulian terhadap

isu deforestasi, termasuk

pada komoditas sawit yang

berdampak langsung bagi

Indonesia. Menanggapi hal

ini, Indonesia mengambil

sejumlah  langkah = seperti

mengirim surat ke Uni Eropa,

memperkuat  kerja  sama

dengan negara produsen

sawit lainnya, mendorong

penerapan ISPO, dan|

mempertimbangkan gugatan|
melanggar asas non-
diskriminasi. Upaya tersebut

menunjukkan keinginan|
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No

Nama Penulis

Judul Penelitian

Ringkasan

Indonesia mencari solusi

yang adil dan berkelanjutan.

Dwi Najah Tsiwiyati

Kelapa
Hilirisasi
Berkelanjutan
Menghadapi
Saing Global

Ekonomi Hijau

Transformasi Industri

Sawit:

Dayal

dan|

Jurnal  ini  menjelaskan
industri kelapa sawit
berperan  penting  dalam

ckonomi Indonesia, namun|
imenghadapi tantangan dari
regulasi keberlanjutan global

seperti EUDR dan RED II.

Hilirisasi  dinilai  sebagai
solusi strategis untuk
menekan dampak
lingkungan, meningkatkan|

nilai tambah, serta membuka|
lapangan kerja. Tantangan ini
juga memberi peluang untuk
memperkuat daya  saing

dengan menerapkan prinsip

ESG (Environmental, Social,

Governance), teknologi
ramah  lingkungan, dan
sistem sertifikasi
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No Nama Penulis Judul Penelitian Ringkasan
berkelanjutan. Transformasi
menuju industri sawit hijau
dan terintegrasi menjadi
kunci untuk pertumbuhan|
ekonomi inklusif dan
berkelanjutan.

5 [Ratri AnisalAnalisis Dampak{Jurnal ini membahas
Oktariyanti dan M.[Kebijakan EUDRJbagaimana kebijakan EUDR|
Syaprin Zahidi Terhadap Aksesmemunculkan ketidakpastian|

Ekspor Plywoodpagi pelaku usaha Indonesia,

Indonesia ke Eropa

lkhususnya dalam _ sektor

(Studi ~ Kasus  PT.kehutanan seperti PT. Kutai
Kutai Timber{Timber Indonesia. Penulis
Indonesia) menjelaskan bahwal

Indonesia belum secara resmi
meratifikasi EUDR  dan
menunjukkan sikap
penolakan di berbagai forum|
internasional. Di tengah masa
transisi hingga 30 Desember
2024,

perusahaan-

perusahaan ekspor mulai
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No Nama Penulis Judul Penelitian Ringkasan

mempersiapkan strategi
adaptasi, seperti
pengumpulan dokumen
legalitas, pemenuhan|
sertifikasi, serta pembagian
tugas internal untuk
menghadapi mekanisme due
diligence yang ditetapkan|

Uni Eropa.

2.2 Teori dan Konsep
2.2.1 Rational Choice Theory

Rational choice theory merupakan salah satu model teori pengambilan
Keputusan yang dikembangkan oleh Graham T. Allison untuk menganalisis
pengambilan keputusan pemerintah selama krisis rudal kuba. Allison
mengembangkan tiga model pengambilan Keputusan, diantaranya: rational choice
theory, organizational Process, dan bureaucratic politics. Dalam menganalisis isu
ini, penulis menggunakan model pertama yaitu rational choice theory.

Model Aktor Rasional menekankan bahwa suatu proses pengambilan
keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif / opsi, konsekuensi,
dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat

merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional
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/ intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan
yang matang, tepat, dan prudent.

Model Proses Organisasi menekankan bahwa suatu proses pengambilan
keputusan merupakan suatu proses mekanistis yang melewati tahapan, prosedur,
dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (standard operating
procedure) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang
sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala
prioritas organisasi.

Model Politik Birokratik menekankan bahwa suatu proses pengambilan
keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang
berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi
dan kompromi antar stakeholders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan
proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan komplek.

Model Aktor Rasional memandang negara sebagai entitas yang bertindak
secara cerdas dan rasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Dalam proses
pengambilan keputusan, negara dianggap mempertimbangkan secara cermat
keuntungan dan kerugian dari berbagai opsi yang tersedia, dan pada akhirnya
memilih alternatif yang menawarkan hasil paling menguntungkan dengan biaya
seminimal mungkin (Sawlani, 2018). Dalam artikelnya di The American Political
Science Review yang berjudul Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis,
Graham T. Allison menegaskan bahwa perilaku rasional bukan sekadar tindakan

yang cerdas, melainkan perilaku yang digerakkan oleh kalkulasi sadar atas
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keuntungan, berdasarkan pada sistem nilai yang eksplisit dan konsisten secara
internal (Allison, 1969, dalam Heriawan, 2018).

Dalam dinamika hubungan internasional, perilaku negara didasarkan pada
pertimbangan rasional yang berakar pada kepentingan nasional, khususnya upaya
untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari berbagai ancaman eksternal yang
berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Dalam kerangka Model
Aktor Rasional, negara diasumsikan sebagai aktor tunggal yang bertindak secara
sadar dan terarah demi mencapai kepentingan nasional tersebut. Oleh karena itu,
pergantian kepemimpinan, seperti presiden atau kepala pemerintahan, tidak secara
signifikan memengaruhi arah kebijakan negara, karena kepentingan nasional
umumnya merupakan cita-cita kolektif yang melekat dalam dasar negara dan
diwariskan secara berkesinambungan dari satu rezim ke rezim berikutnya (Dugis,
2006, dalam Heriawan, 2018).

Merujuk pada pemaparan Graham T. Allison mengenai proses perumusan
kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak
terlepas dari pengaruh faktor-faktor domestik. Faktor-faktor tersebut mencakup
sistem nilai yang dianut oleh pemimpin, kepentingan individu maupun kelompok
dalam birokrasi, serta cara pandang pemimpin dalam menilai kondisi internal
negara. Semua unsur tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap proses
pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri dipandang
sebagai hasil dari tindakan rasional, yang lahir melalui proses pertimbangan

intelektual. Model ini menekankan bahwa para pengambil keputusan dalam ranah
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kebijakan luar negeri menjalankan proses analisis yang sistematis dan terukur

dalam menentukan langkahh-langkah strategis yang diambil (Sinaga, 2017).

2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, konsep kepentingan nasional sering
digunakan sebagai parameter tindakan atau perilaku negara Dalam merumuskan
kebijakan luar negerinya. Di tengah dinamika hubungan antarnegara, dunia kini
menghadapi tantangan-tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Isu-
isu seperti perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia,
perdagangan global yang semakin rumit, serta konflik bersenjata yang terus
mengganggu stabilitas baik secara regional maupun global menjadi sorotan utama.
Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep
kepentingan nasional masih relevan dan dapat diterapkan dalam situasi yang
semakin kompleks (Putri et al., 2024).

Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional mencerminkan
kemampuan dasar suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas fisik,
politik, serta budayanya dari campur tangan negara lain. Berdasarkan pandangan
ini, para pembuat kebijakan biasanya merumuskan kepentingan nasional yang
sesuai dengan situasi dan kebutuhan negaranya masing-masing. Karena itulah,
kepentingan nasional antar negara bisa berbeda, bahkan saling bertentangan.
Morgenthau juga menegaskan bahwa inti dari kepentingan nasional adalah
kekuasaan yakni segala hal yang memungkinkan suatu negara menguasai dan

mempertahankan pengaruhnya terhadap negara lain (Solechah & Sugito, 2023).
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Dalam kerangka teori hubungan internasional, kerja sama multilateral
dimaksudkan untuk memperkuat keamanan kolektif, mengurangi ketimpangan
antarnegara, meningkatkan taraf kesejahteraan global, serta menjaga kestabilan
ekonomi dunia. Setiap negara memanfaatkan mekanisme kerja sama ini sebagai
sarana strategis untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya.
Adapun kepentingan nasional dapat dipahami sebagai seperangkat tujuan dan
aspirasi suatu negara yang menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan
luar negerinya.

2.2.3 Kerja Sama Internasional

Dalam dinamika hubungan luar negeri, seringkali terdapat perbedaan
kepentingan antar neara sehingga rentan menyebabkan konflik. Untuk
meminimalisir adanya konflik kepentingan, negara-negara menjalin kerja sama
diberbagai sektor sebagai solusi  untuk emncapai  kepentingan - bersama.
International cooperation diartikan sebagai upaya kolaboratif lintas-negara untuk
mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan bersama (Purwanto, 2022).

Kerja sama internasional bisa terjalin antara dua negara (bilateral), regional,
dan multilateral. Kerja sama internasional terjadi ketika suatu negara mengambil
kebijakan yang awalnya hanya didasarkan pada kepentingannya sendiri tanpa
mempertimbangkan kepentingan negara lain, namun kebijakan tersebut dipandang
oleh negara lain sebagai hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Meski begitu,
apabila kedua pihak berusaha menyesuaikan kebijakan masing-masing agar lebih
selaras, maka terjadilah kerja sama. Dengan kata lain, kerja sama internasional

muncul ketika suatu kebijakan negara dipersepsikan oleh negara lain sebagai
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mendukung pencapaian tujuan mereka, hasil dari suatu proses koordinasi kebijakan.
Bagian ini penting dalam konteks politik karena koordinasi kebijakan
mencerminkan interaksi politik yang melibatkan berbagai bentuk seperti negosiasi,
mediasi, dan tawar-menawar (Mugasejati, 2006).

Dalam konteks ekonomi, kerja sama internasional bisa menjadi salah satu
cara agar negara bisa mencapai tujuannya. Sebuah negara kerap kali menggunakan
konsep kepentingan nasional untuk menganalisis dan menjelaskan arah kebijakan
luar negerinya. Dalam konteks internasional, konsep ini juga sering dimanfaatkan
untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan negara tersebut. Dari
kepentingan nasional inilah kemudian muncul konsep kerja sama internasional
yang menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri. Dalam buku Contending
Theories of International Relations karya Dougherty dan Pfaltzgraff (1986),
dijelaskan bahwa dinamika kehidupan internasional yang mencakup berbagai
sektor seperti lingkungan, ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, serta
pertahanan dan keamanan telah mendorong lahirnya kerja sama antarnegara.
Kompleksitas isu-isu global tersebut juga memicu terbentuknya berbagai aliansi
internasional yang melibatkan negara-negara dari berbagai belahan dunia

(Indrawan et al., 2023).
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2.3  Alur Pemikiran

Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force
M Uni Eropa Sebagai
Respon Atas Kebijakan European Union.

Kebijakan European Union
Deforestation Regulation

Kepentingan Kepentingan Kepentingan
ekonomi lingkungan politik

Data limiah Terkait
Ketertelusuran Deforestasti dan
Degradasi Hutan

Perlindungan
Data Pribadi

Inklusivitas Petani Skema Sertifikasi
Kecil Yang Relevan

2.4 Argumen Utama

Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) Indonesia—Malaysia—Uni Eropa
merupakan respons strategis terhadap European Union Deforestation Regulation
(EUDR), yang berdampak langsung pada komoditas berbasis lahan seperti sawit
dan karet. Melalui JTF, kedua negara memadukan kepentingan ekonomi,
lingkungan, dan politik dalam satu kerangka kerja kolektif. Pada aspek ekonomi,
JTF menekankan inklusivitas petani kecil dan penguatan skema sertifikasi, guna
menjaga daya saing sekaligus meminimalkan dampak regulasi terhadap pelaku
usaha skala kecil. Dari sisi lingkungan, fokus diarahkan pada keterlacakan dan data
ilmiah terkait deforestasi, sebagai dasar untuk mengklarifikasi kondisi lapangan dan
menunjukkan komitmen keberlanjutan. Sementara itu, pada aspek politik, perhatian
diberikan pada perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kedaulatan informasi.
Keseluruhan langkah ini mencerminkan penerapan pendekatan rational choice, di
mana keputusan pembentukan JTF didasarkan pada kalkulasi kepentingan nasional

dan optimalisasi posisi tawar dalam menghadapi kebijakan internasional.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi paradigma positivisme untuk
menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Positivisme berasal dari
istilah positif, yang merujuk pada suatu aliran pemikiran yang menekankan
penyusunan dan pengkajian fakta-fakta yang dapat diamati secara objektif.
Landasan filosofisnya berakar pada ontologi realisme, yaitu pandangan bahwa
realitas eksis secara independen dan beroperasi sesuai dengan hukum-hukum alam
(natural laws). Secara etimologis, istilah positive dalam konteks filsafat dimaknai
sebagai peristiwa-yang benar-benar terjadi serta dapat dialami secara empiris,
sehingga berbeda dengan hal-hal yang hanya berada dalam ranah imajinasi, mimpi,
atau konstruksi intelektual semata. Oleh karena itu, secara terminologis,
positivisme dapat diartikan sebagai suatu paradigma yang menjadikan peristiwa
nyata dan dapat dibuktikan secara empiris sebagai sumber utama kebenaran,
sementara fenomena yang berada di luar kenyataan empiris tidak termasuk dalam
ruang lingkup kajiannya (Sundaro, 2022).

Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan
positivisme, yang terlalu bergantung pada observasi langsung terhadap objek
penelitian. Secara ontologis, paradigma ini menganut pandangan critical realism,
yaitu keyakinan bahwa realitas memang benar-benar ada dan mengikuti hukum
alam. Namun, manusia (peneliti) tidak mungkin mampu memahami realitas

tersebut secara sepenuhnya akurat. Karena itu, dari sisi metodologi, pendekatan
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eksperimental dan observasi semata dianggap tidak memadai. Diperlukan metode
triangulasi, yaitu penggabungan berbagai metode, sumber data, peneliti, dan teori
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Irawati et
al., 2021).

Beberapa ahli berpandangan bahwa maksud positif dari positivisme Adalah
kaum positivis melihat bahwa semua fenomena didunia dapat dijelaskan secara
objektif dan pasti. Secara umum, yang Namanya positivisme melihat ilmu
pengetahuan bersifat subjektif dan dapat diukur. Dengan begitu, manusia dapat
mencapai kebenaran sejati. Positivisme berpendapat bahwa kenyataan dapat
ditebak, diperhitungkan, bahkan diproyeksikan (Karim, 2019).

3.2 Pendekatan Penelitian

Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Mohamad Rosyidin menjelaskan bahwa salah
satu perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut terletak pada jenis data
yang digunakan. Pendekatan kualitatif mengandalkan data berupa kata-kata, yang
diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Sebaliknya, pendekatan kuantitatif menggunakan data berbentuk angka, yang
biasanya dikumpulkan melalui survei, kuesioner, dan metode serupa (Rosyidin,
2019)

Selain itu, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah data jenuh. Data
jenuh merupakan data dimana atau kapan pun pertanyaan penelitian ditanyakan
kepada informan maka hasil jawaban dari pertanyaan yang dijawab tidak memiliki

variasi atau tetap konsisten. Pada saat itulah cukup bagi penulis untuk
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menghentikan proses pengumpulan data (Idrus, 2009). Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini lebih memudahkan penulit untuk
menggali informasi mengenai respon Indonesia terhadap resolusi kebijakan
deforestasi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan
keberlanjutan.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang memiliki
tujuan yaitu mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Data
untuk variabel dalam penelitian termasuk menggambarkan hasil melalui sarana,
standar deviasi, dan rentang skor (Creswell, 2013, p. 371). Adapun pengertian dari
29 deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang
telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum (Creswell, 2013).

Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ada saat
penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk
menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan
tentang respon Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa untuk
mempertahankan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.

3.4 Unit Analisis

Peringkat analisis merupakan kerangka penelitian yang penting dan

diperlukan untuk menganalisa isu-isu dalam Hubungan Internasional. Menurut

John Rourke dan Mark Boyer, peringkat analisis dibagi menjadi tiga. Pertama,
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system-level analysis, pada tingkat sebagian besar negara di dunia bebas membuat
kebijakan luar negerinya sendiri untuk mencapai hasil dan keberhasilan yang khas.
Organisasi otoritas dan kedaulatan didasarkan pada organisasi struktural beserta
aktor-aktor negara dan interaksi di antara mereka (Bakry, 2019).

Kedua, state-level analysis, peringkat analisis ini struktur politik berperan
penting dalam mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan pembuat kebijakan
dalam memutuskan pengetahuan komprehensif mereka tentang kebijakan. Pada
state-level analysis memiliki sekelompok individu sebagai aktor negara, sistem
negara, dan struktur politik yang terjalin dan diikat bersama oleh kekuatan politik
dari aktor negara. Selain itu, ada aktor-aktor lain seperti kelompok kepentingan,
birokrat, menteri, pejabat pemerintah yang memaikan peran penting dalam sistem
politiknya.

Ketiga, individual-analysis, ~pada tingkat individu didasarkan pada
pemahaman dan klarifikasi pada inti proses pengambilan keputusan, dan apa yang
diperlukan untuk menciptakan inisiatif kebijakan luar negeri baik di tingkat
individu maupun kelompok. Salah satu aspek terpenting dari analisis tingkat 31
individu ini yaitu sifat manusia yang merupakan respons inti terhadap pengaruh
pembuatan kebijakan luar negeri, seperti faktor kognitif, emosional, perilaku,
organisasi, kepribadian, dan keadaan pikiran (Barbier, 2016).

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan peringkat analisis
tingkat negara. Dalam penelitiam ini, penulis mengkaitkan isu yang dibahas dan

akan menjelaskan hubungannya tentang respon Indonesia terhadap resolusi
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kebijakan deforestasi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan
keberlanjutan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Secara garis besar, data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan
menjadi tiga jenis. Pertama, data primer yang diperoleh dari data yang berupa
dokumen, teks, atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonservasikan ke
dalam bentuk narasi). Kedua, data sekunder yang diperoleh dari wawancara.
Transkrip dari hasil wawancaran atau percakapan dengan subjek, catatan lapangan
yang dibuat ketika observasi, catatan berkenaan dengan pengambilan adegan dalam
film, dokumen-dokumen organisasi atau bentuk-bentuk perkumpulan, semuanya
adalah data (Pawito, 2008).
Berikut ini adalah penjelasan bagaimana studi kepustakaan, dan wawancara
yang penulis lakukan.
1. Studi Kepustakaan
Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan
berbagai macam data kepustakaan seperti e-book, artikel jurnal, dokumen
dari website, dan website. Data kepustakaan tersebut memiliki ilmu yang
telah divalidasi, memiliki kredibilitas yang terjamin, dan sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmu sosial. Sebagaian besar Pustaka membahas tentang
kebijakan EUDR dan dampak terhadap negara pengekspor komoditas.
2. Wawancara
Dengan teknik wawancara, penulis memperoleh data-data yang

dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan informasi
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yang diketahui narasumber. Oleh karena itu, beberapa narasumber
diharapkan dapat membantu dalam proses penelitian. Terkait narasumber
penulis menjadikan;
1. Bapak Assoc. Prof. Suyatno Ladiqi, Ph.D., dosen Universitas
Sultan Zainal Abidin sebagai narasumber perwakilan dari
Malaysia
3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis
deskriptif-kualitatif untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari
wawancara, studi literatur, dokumen resmi, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik
analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman
(1994).
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan
terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun
penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di
lapangan jumlahnya sangat banyak, atau bahkan sebaliknya. Reduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

bila diperlukan (Sherman & Webb, 2005).
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2. Penyajian Data
Dengan menyajikan data memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya
perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Menurut Miles
dan Huberman, dalam penyajian data selain menggunakan teks secara
naratif, juga dapat berupa bahasa non-verbal seperti bagan, grafik, denah,
matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan
informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-
pengelompokan yang diperlukan (Pujiati, 2024).
3. Verifikasi Data
Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data.
Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih
bersifat sementara, dan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi
dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada
tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
penelitian kembali ke lapangan pengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat
dipercaya (Creswell, 2013).
3.7 Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian harus memenuhi sejumlah kriteria.
Selain itu, dalam teknik keabsahan data digunakan untuk mempertahankan

pendapat yang diajukan pada penelitian kualitatif yang dinyatakan bahwa penelitian
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tersebut tidak ilmiah (Moleong, 2006). Dalam melakukan penelitian ini, Teknik
keabsahan data yang penulis gunakan, yaitu kredibilitas dan kecukupan referensi:
1. Kredibilitas Data
Kredibilitas dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana hasil
penelitian dapat dipercaya dan merepresentasikan realitas yang sedang dikaji,
khususnya terkait pembentukan Ad Hoc Joint Task Force antara Indonesia,
Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respons terhadap kebijakan European
Union Deforestation Regulation (EUDR). Untuk menjaga kredibilitas data,
peneliti menetapkan sejumlah indikator dalam proses pemilihan informan,
yakni memilih tokoh akademik dengan kompetensi dan pengalaman yang
relevan dalam bidang hubungan internasional dan kebijakan lingkungan.
2. Kecukupan Referensi
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kecukupan
referensi yang berkaitan dengan rekam jejak data yang ditemukan penulis
sebagai bahan pendukung. Dalam hal ini penulis melihat bahwa data yang
diperoleh telah dirasa cukup karena telah menjawab pertanyaan penelitian ini
dengan bukti fisik berupa rekaman dan transkrip hasil wawancara dari dua
orang narasumber yang memiliki kredibilitas mumpuni serta data yang

didapat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan European Union Deforestation

Regulation

Tren revolusi industri memberikan dampak pada perubahan iklim yang
berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Deforestasi menjadi salah satu
penyumbang terbesar kedua terbesar kedua setelah efek gas rumah kaca dalam
percepatan perubahan iklim. Konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian,
seperti area persawahan maupun padang penggembalaan ternak, merupakan salah
satu faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya deforestasi, umumnya
melalui aktivitas penebangan pohon secara menyeluruh. Meskipun demikian,
deforestasi juga dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti terjadinya kebakaran
yang dipicu oleh gesekan alami antarvegetasi ataupun praktik penebangan
sebagian, yang tetap dikategorikan sebagai bentuk kehilangan tutupan hutan
(Oktariyanti & Zahidi, 2024).

Berdasarkan data Global Forest Resources Assessment (FAO, 2020), laju
deforestasi global menurun dari 16 juta hektar per tahun pada periode 1990-2000
menjadi 10 juta hektar per tahun pada 2015-2020. Namun, pada tahun 2022, dunia
kembali gagal memenuhi target pengurangan deforestasi dengan kehilangan sekitar
4,1 juta hektar hutan tropis primer, atau 21% lebih tinggi dari target yang ditetapkan

(FDA, 2025).
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Gambar berikut menunjukkan tren penurunan deforestasi dari tahun ke
tahun:

Gambar 4. 1 Laju Deforestasi dari Tahun ke Tahun

Laju Deforestasi Global menurut FAO (1990-2020)

1990-2000 2000-2010 2010-2015 2015-2020
Periode

Jutaan Hektar per Tahun

Sumber: Global Forest Resources Assessment 2020

Deforestasi merupakan isu lingkungan yang mendapat perhatian serius dari
komunitas internasional. Selain menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati
dan kerusakan ekosistem, deforestasi juga berkontribusi besar terhadap perubahan
iklim global. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Uni Eropa (UE)
mengesahkan regulasi ambisius bernama FEuropean Union Deforestation
Regulation (EUDR), yang disahkan pada 29 Juni 2023 bertujuan untuk mencegah
produk yang berkontribusi terhadap deforestasi masuk ke pasar internal Eropa
(European Union, 2021).

Kebijakan EUDR sebagai bagian dari upaya konkret untuk mengurangi
dampak negatif konsumsi Uni Eropa terhadap deforestasi global dan degradasi

hutan, terutama di kawasan tropis. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka
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strategis European Green Deal dan EU Biodiversity Strategy for 2030. Berdasarkan
laporan World Wide Fund for Nature (WWF) tahun 2021, Uni Eropa bertanggung
jawab atas sekitar 16% deforestasi global yang terkait dengan perdagangan
internasional (WWF, 2021). Laporan tersebut menjadi dorongan penting bagi Uni
Eropa untuk bertindak secara lebih tegas dalam membatasi jejak ekologisnya di
wilayah tropis.

Konsumsi komoditas yang dibatasi dalam Article I pada dokumen kebijakan
EUDR adalah kelapa sawit, kedelai, kakao, kopi, kayu, dan daging sapi (The
European Parliament and the Council of the European Unio, 2023)

Tujuan utama dari pembentukan kebijakan European Union Deforestation
Regulation (EUDR) mencerminkan komitmen Uni Eropa dalam meminimalisasi
dampak negatif terhadap lingkungan global, khususnya dalam hal deforestasi dan
degradasi hutan yang banyak terjadi di negara-negara produsen komoditas.
Regulasi ini dirancang untuk mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap hilangnya
tutupan hutan tropis yang umumnya disebabkan oleh ekspansi lahan guna
memenuhi kebutuhan produksi komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, kayu, dan
karet. Selain itu, EUDR bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rantai
pasok global melalui penerapan sistem pelacakan (traceability) dan verifikasi
legalitas atas asal-usul produk, sehingga setiap produk yang memasuki pasar Uni
Eropa dapat dipastikan bebas dari unsur deforestasi ilegal. Kebijakan ini juga
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar
wilayah Uni Eropa, melalui penetapan standar perdagangan yang berbasis pada

prinsip keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Lebih lanjut, EUDR juga



37

dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat,
serta melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah penghasil komoditas yang
selama ini rentan terhadap eksploitasi berlebihan akibat tekanan pasar global.
Dengan demikian, EUDR merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk
menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis serta
sosial dalam konteks perdagangan internasional (The European Parliament and the
Council of the European Unio, 2023).

Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terdiri atas
beberapa komponen utama yang menjadi landasan operasional dalam
implementasinya. Pertama, komponen due diligence atau uji tuntas mewajibkan
para operator baik produsen, eksportir, maupun importir untuk mengumpulkan dan
memyerifikasi informasi secara menyeluruh terkait dengan produk yang akan
dipasarkan di Uni Eropa. Informasi tersebut mencakup data geolokasi lahan
produksi, tanggal panen atau produksi, serta dokumen yang membuktikan legalitas
kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Selain itu, operator diwajibkan melakukan
penilaian risiko untuk memastikan bahwa produk tidak berasal dari aktivitas
deforestasi atau pelanggaran hukum, serta menerapkan tindakan mitigasi apabila
ditemukan potensi risiko dalam rantai pasoknya (European Commission, 2023b).

Kedua, aspek pelacakan geolokasi (fraceability) menjadi elemen krusial
dalam kebijakan ini. Setiap produk yang diperdagangkan harus dapat ditelusuri
secara akurat hingga ke lokasi geografis asalnya. Langkah ini bertujuan untuk
menjamin bahwa produk tersebut tidak berasal dari kawasan yang mengalami

deforestasi setelah tanggal cut-off yang ditetapkan dalam regulasi, yakni 31
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Desember 2020. Ketiga, meskipun sistem sertifikasi nasional seperti Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) telah
diterapkan di negara produsen, Uni Eropa tidak secara otomatis mengakui
sertifikasi tersebut sebagai bukti kepatuhan terhadap EUDR. Namun demikian,
sertifikasi tersebut tetap dapat digunakan sebagai instrumen pendukung selama
informasi dan mekanismenya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
regulasi Uni Eropa (Krisanda, 2024).

Keempat, EUDR juga mengatur mekanisme penegakan hukum dan sanksi.
Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk menjalankan fungsi
pengawasan terhadap kepatuhan operator melalui audit, inspeksi, dan evaluasi
risiko secara berkala. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, otoritas
nasional diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana,
termasuk denda, larangan pemasaran, atau penarikan produk dari pasar. Dengan
demikian, komponen-komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya
produk yang bebas dari deforestasi dan legal secara hukum yang dapat beredar di
pasar Uni Eropa, sejalan dengan tujuan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan
hidup global (European Commission, 2023b).

Melalui Kebijakan EUDR yang membatasi atau menghentikan konsumsi
terhadap komoditas dan produk yang berkontribusi pada deforestasi, Uni Eropa
berharap dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, hilangnya
keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Selain itu, regulasi ini juga

dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik pertanian dan industri yang lebih
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ramah lingkungan, serta mendukung sistem perdagangan yang adil dan
bertanggung jawab (Palmoilina.asia, 2024).
4.1.2 Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force Indonesia-Malaysia-Uni Eropa

Dalam merespon kebijakan EUDR, pada 29 Juni 2023 Indonesia membentuk
Ad Hoc Joint Task Force bersama Malaysia dan Uni Eropa sebagai bentuk kerja
sama konsultatif dalam pelaksanaan EUDR secara transparan. Pembentukan Ad
Hoc Joint Task Force (JTF) antara Indonesia dan Malaysia merupakan bentuk kerja
sama strategis antara dua negara produsen komoditas utama dunia, khususnya
kelapa sawit, sebagai respons terhadap diberlakukannya European Union
Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa. EUDR mensyaratkan bahwa
produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak boleh berasal dari lahan yang
mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020. Aturan ini dianggap
memberatkan negara berkembang - karena = menuntut = sistem - ketelusuran
(traceability) yang tinggi dan bersifat sepihak tanpa melibatkan negara produsen
dalam perumusan awalnya (European Commission, 2023a).

Pertemuan perdana atau “kick-off meeting” diadakan pada 4 Agustus 2023 di
Jakarta, dengan kehadiran perwakilan dari kedua negara dan Uni Eropa. Forum ini
diketuai oleh Dr. Musdhalifah Machmud (Indonesia), Dato’ Mad Zaidi bin Mohd
Karli (Malaysia), serta Astrid Schomaker (Komisi Eropa) dan difasilitasi oleh
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Melalui JTF ini, semua pihak
bertujuan menyelaraskan persepsi mengenai pendekatan implementasi EUDR
seperti sistem traceability, sertifikasi nasional (ISPO dan MSPO), inklusi petani

kecil, validasi data ilmiah, dan aspek perlindungan data agar kebijakan dapat
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diterapkan secara efektif tanpa merusak nilai ekspor komoditas unggulan kedua
negara. elompok kerja ini menargetkan penyelesaian kerangka kerja dan rencana
implementasi pada akhir 2024, dengan kemungkinan perpanjangan atas
kesepakatan Bersama. Dengan pendekatan yang inklusif dan konsultatif ini,
diharapkan pelaku usaha termasuk petani kecil dapat mematuhi regulasi EUDR
tanpa terganggu daya saing dan volume ekspor Indonesia maupun Malaysia ke
pasar Uni Eropa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, 2023).

Pertemuan kedua Ad Hoc Joint Task Force (JTF) mengenai European Union
Deforestation Regulation (EUDR) diadakan pada 2 Februari 2024 di Putrajaya,
Malaysia, dihadiri-oleh perwakilan dari lima komoditas utama: kelapa sawit, karet,
kakao, kayu, dan kopi. Pertemuan ini dipimpin oleh Dato’ Zailani Bin Haji Hashim
dari Malaysia, Dr. Musdhalifah Machmud dari Indonesia, dan Ms. Astrid
Schomaker dari Uni Eropa.

Dato’ Zailani menekankan tantangan dalam menyelaraskan EUDR dengan
sistem hukum di Malaysia, yang bisa berdampak pada petani kecil. la menyoroti
perlunya dukungan teknis untuk membantu mereka mematuhi regulasi. Dr.
Musdhalifah mengharapkan Uni Eropa memahami upaya Indonesia terkait
keberlanjutan dan pertimbangan penundaan implementasi EUDR untuk petani
kecil. Ms. Astrid mengungkapkan komitmen Uni Eropa untuk memastikan
pelaksanaan EUDR dan melibatkan petani kecil dalam rantai pasok yang legal.
Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal A. Lukman, mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak atas kerjasama yang berkelanjutan.
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Dalam pertemuan ini, ketiga pihak menyepakati pembentukan lima
workstream tematik sebagai langkah sistematis untuk membahas berbagai isu
krusial dalam implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Lima workstream tersebut merupakan tindak lanjut dari kick-off meeting pertama
yang diselenggarakan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, yang lebih bersifat
pengenalan agenda dan identifikasi masalah.

Workstream pertama, inklusivitas petani kecil. Inklusivitas petani kecil
merupakan salah satu isu strategis yang dibahas secara khusus dalam pembentukan
Ad Hoc Joint Task Force (JTF) Indonesia—Malaysia—Uni Eropa. Petani kecil
memegang peran penting dalam rantai pasok komoditas seperti kelapa sawit, karet,
kopi, dan kakao, yang menjadi fokus kebijakan European Union Deforestation
Regulation (EUDR).

Definisi mengenai pertanian skala kecil (smallholder agriculture) bervariasi
secara signifikan antarnegara. Kategorisasi ini bergantung pada berbagai faktor,
termasuk standar hidup, kepemilikan lahan, akses terhadap aset dan sumber daya
pertanian, serta proporsi penggunaan tenaga kerja keluarga (FAO, 2017). Lebih
jauh, tipologi petani kecil seyogianya bersifat kontekstual, merefleksikan sistem
historis dan institusional masing-masing negara, serta yang lebih penting
mempertimbangkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi nasional
maupun lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang optimal adalah apabila komunitas
internasional, khususnya negara-negara konsumen minyak sawit seperti Uni Eropa,

Amerika Serikat, dan Inggris, menunjukkan fleksibilitas terhadap setiap negara agar
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interpretasi definisi tidak berujung pada pengecualian petani kecil dari rantai pasok
global.

Food and Agriculture Organization (FAO) berpendapat bahwa hingga saat ini
belum terdapat definisi umum dan operasional yang konklusif mengenai produsen
pangan skala kecil. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut kerap tumpang tindih
dan digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti “petani skala kecil”,
“petani keluarga”, “petani dengan input rendah”, dan “petani berpenghasilan
rendah”. Meskipun tidak secara langsung berfokus pada definisi petani kecil,
kerangka kerja World Agricultural Watch (WAW) yang dikelola oleh FAO tengah
mengupayakan penyusunan tipologi pertanian pada tingkat internasional dan
mempersiapkan pedoman pada tingkat negara untuk mengidentifikasi tipologi
usaha tani. Sementara itu, World Bank mendefinisikan petani kecil sebagai usaha
tani “dengan basis aset yang rendah dan mengoperasikan lahan kurang dari 2
hektar.” Definisi ini, meskipun memiliki kesamaan dengan beberapa elemen dalam
definisi Uni Eropa, tetap menjadi pengecualian dalam konteks internasional (Hasan
et al., 2021).

Petani kecil (smallholders) memegang peranan yang sangat penting dalam
industri kelapa sawit Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra. Saat ini, petani
kecil menyumbang sekitar 38% dari total produksi kelapa sawit nasional dan
menguasai hampir setengah sekitar 45% dari luas area perkebunan sawit di
Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan tren ekspansi yang signifikan dalam
dua dekade terakhir, di mana luas lahan yang dikelola petani kecil meningkat pesat

dari kurang dari 1,6 juta hektare pada tahun 2001 menjadi sekitar 5,8 juta hektare
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pada tahun 2018. Angka tersebut merepresentasikan laju pertumbuhan tahunan
hampir 8%. Jika laju pertumbuhan ini berlanjut, maka luas lahan sawit yang
dikelola oleh petani kecil diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam kurun
waktu kurang dari sembilan tahun.

Gambar 4. 2 Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut

Status Pengusahaan, 2023

Perkebunan Rakyat / Perkebunan Besar Negara /
Smallholders Government Estates

42.29% g 3.63%

Sumber: BPS, 2023

Gambar diatas memperlihatkan komposisi kepemilikan lahan perkebunan
kelapa sawit di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga kategori utama: perkebunan
rakyat (smallholders), perkebunan besar negara (government estates), dan
perkebunan besar swasta (private estates). Berdasarkan data yang ditampilkan,
perkebunan besar swasta mendominasi dengan persentase 54,08% dari total luas
lahan, diikuti oleh perkebunan rakyat yang menguasai sekitar 42,29%, sedangkan
perkebunan besar negara memiliki porsi terkecil yaitu 3,63%.

Distribusi ini menunjukkan peran signifikan petani kecil dalam sektor kelapa
sawit Indonesia. Meskipun secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan

dengan perkebunan besar swasta, kontribusi 42,29% menunjukkan bahwa hampir
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setengah dari total areal kelapa sawit nasional dikelola oleh petani kecil. Hal ini
memiliki implikasi penting terhadap kebijakan industri sawit, terutama dalam
konteks keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional seperti EUDR.
Penguatan kapasitas dan inklusi petani kecil menjadi krusial mengingat mereka
berkontribusi besar terhadap produksi nasional dan kesejahteraan ekonomi
pedesaan.

Industri ini Juga menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun
tidak langsung, termasuk petani, pekerja pengolahan, transportasi, dan ekspor.
Menurut Sawit Watch, sekitar 42% lahan sawit Indonesia saat ini dikelola oleh
petani swadaya dan plasma, yang menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar industri
besar tetapi juga menjadi sandaran ekonomi rakyat kecil, terutama di luar Pulau
Jawa.

Gambar 4. 3 Pertumbuhan Jumah Tenaga Kerja Dari tahun 2015-2021

(Sumber: Kementerian Pertanian, Data Diolah PASPI, 2022)
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Sumber: Kementerian Pertanian, Data Diolah Oleh PASPI, 2022)
Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap
dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama periode 2015 hingga
2021. Berdasarkan data yang diolah oleh PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic

Policy Institute) dari Kementerian Pertanian (2022), terlihat bahwa sektor sawit
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mengalami tren peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup konsisten dari tahun
ke tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023).

Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor ini tercatat sekitar 13 juta
orang. Angka ini mengalami sedikit penurunan di tahun 2016, namun mulai
meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2017 dengan mencapai sekitar 16
juta orang. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana jumlah
tenaga kerja yang terserap diperkirakan mendekati 18 juta orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja ini mencerminkan bahwa industri kelapa
sawit tidak hanya berperan sebagai sektor strategis dalam ekspor dan devisa negara,
tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,
khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan luar Jawa. Sektor ini menyediakan
lapangan kerja bagi petani swadaya, buruh harian lepas, serta tenaga kerja di sektor
pengolahan dan distribusi, yang secara keseluruhan menyentuh berbagai lapisan
masyarakat.

Kenaikan jumlah tenaga kerja yang relatif stabil dari tahun ke tahun juga
menunjukkan bahwa industri sawit memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang
kuat, bahkan dalam situasi global yang tidak menentu, seperti krisis ekonomi atau
pandemi. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberlangsungan industri kelapa
sawit sangat penting bagi pembangunan ekonomi inklusif dan pengurangan
kemiskinan, serta menjadi alasan utama bagi Indonesia untuk mempertahankan dan
membela eksistensi industri ini dalam menghadapi kebijakan internasional seperti
European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi membatasi

akses pasar ekspor.
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Petani kecil memegang peranan yang sangat signifikan dalam industri kelapa
sawit di Malaysia. Kontribusi mereka mencapai sekitar 40% dari total produksi
kelapa sawit nasional, dengan jumlah lebih dari 300.000 petani kecil yang tersebar
di seluruh negeri. Petani kecil ini umumnya memiliki lahan seluas maksimal 100
acre atau sekitar 40,46 hektare. Di wilayah Sabah dan Sarawak saja, jumlah petani
kecil mencapai lebih dari 30.000 dan 40.000 orang secara berturut-turut (Abdullah
& MPOCC, 2022).

Gambar 4. 4 Diagram Persebaran Status Produksi Sawit di Malaysia

Malaysian Qil Palm.Producers by Category
(as at December 2019)

State schemes/ government-owned
RISDA 72,444 million hectares 327,396 million hectares

FELCRA 185,005 million hectares /
7\
NEOG\

FELDA 723,545 million hectares

Plantations
3,605,436 million hectares

Independent smallholders
986,331 million hectares

= Plantations (private estates) - 61.1% = Independent smallholders - 16.7%
Organised smallholders: FELDA - 12.3% = Organised smallholders: FELCRA - 3.1%

= Organised smallholders: RISDA - 1.2% State schemes/ government-owned - 5.5%

Sumber: MPOB (2020). Malaysian Qil Palm Statistics 2019. 39th
Edition. MPOB, Bangi. Note: FELDA — Federal Land Development Authority;
FELCRA - Federal Land Consolidation & Rehabilitation Authority; RISDA —

Rubber Industry Smallholder Development Authority.
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Dalam konteks Malaysia, petani kecil dibedakan menjadi dua kategori, yaitu
petani kecil independen dan petani kecil terorganisasi. Petani kecil independen
adalah pemilik lahan yang mengelola kebunnya secara mandiri, biasanya dengan
bantuan keluarga. Sementara itu, petani kecil terorganisasi berada di bawah
pengelolaan lembaga pemerintah seperti FELDA (Federal Land Development
Authority), FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority),
SALCRA (Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority), dan SLDB
(Sabah Land Development Board) (Rahman, 2020).

Meskipun berkontribusi besar, petani kecil di Sabah dan Sarawak
menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Sebagian besar memiliki
keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas atau pabrik pengolahan, sehingga
bergantung pada pedagang perantara yang bersedia menempuh jarak untuk
mengumpulkan hasil panen tandan buah segar (TBS). Kondisi ini berdampak pada
keterbatasan dukungan dalam bentuk bibit unggul, pupuk, maupun tenaga kerja.
Selain itu, masalah legalitas kepemilikan lahan menjadi persoalan krusial, terutama
di Sarawak. Komunitas adat, khususnya masyarakat pribumi, kerap mengalami
kesulitan terkait hak atas tanah leluhur yang tidak sepenuhnya diakui oleh
pemerintah negara bagian (Abdullah & MPOCC, 2022).

Standar keberlanjutan yang diterapkan dalam kebijakan EUDR, menuntut
perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan agar petani kecil tidak

menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
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Pernyataan Suyatno (2025) menegaskan hal tersebut:

“Malaysia sudah melakukan itu. Karena kita mempercayai bahwa
pembentukan JTF ini memang strategi yang paling rasional untuk
perlindungan ekonomi nasional terutama dampaknya pada petani-petani
kecil... Kita harus menjadi filter yang baik yang menguntungkan petani-

petani. Karena sumber daya ini akan menjadi sinergi untuk Indonesia dan
Malaysia.”

Ungkapan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam JTF dilihat sebagai
kalkulasi rasional untuk meminimalkan kerugian petani kecil dan memaksimalkan
keuntungan ekonomi regional.

Dalam konteks ini, pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) antara
Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dapat dipandang sebagai wadah strategis untuk
memperjuangkan kepentingan petani kecil. Melalui forum ini, pemerintah dapat
menyuarakan tantangan yang dihadapi petani kecil, memperjuangkan kebijakan
yang lebih inklusif, serta mendorong pengakuan terhadap sertifikasi nasional
seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm
Oil (MSPQO). Dengan demikian, JTF tidak hanya menjadi sarana diplomasi untuk
melindungi kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi jembatan untuk
memastikan bahwa kesejahteraan petani kecil tetap terjaga di tengah dinamika
regulasi global.

Workstream kedua, Skema Sertifikasi. Skema sertifikasi sawit yang
dikembangkan pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan instrumen penting
dalam mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing
di pasar global. Di Indonesia, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
diberlakukan secara wajib sejak tahun 2011 sebagai standar nasional untuk

memastikan praktik budidaya sawit yang ramah lingkungan, legal, dan sesuai
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prinsip keberlanjutan. Sementara itu, Malaysia menerapkan Malaysian Sustainable
Palm Oil (MSPO) yang mulai bersifat wajib pada 1 Januari 2020 untuk semua
pelaku industri, termasuk perusahaan besar dan petani kecil. Kedua skema ini
bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, melindungi lingkungan,
serta memenuhi tuntutan pasar internasional yang semakin ketat, termasuk regulasi
seperti kebijakan EUDR.

Di Indonesia, ISPO telah diterapkan secara wajib sejak tahun 2011 dan
diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 44/2020. Namun demikian, hingga Juni
2025, hanya sekitar 100.000 hektare lahan petani kecil yang tersertifikasi ISPO,
dari total perkiraan lahan sawit petani kecil sebesar 6,94 juta hektare, yang
mencerminkan tingkat adopsi yang sangat rendah (Palmoilmagazine, 2025).

Sebaliknya, di Malaysia, MSPO telah diwajibkan sejak 31 Desember 2020.
Hingga Agustus 2023, sekitar 641,2 ribu hektare lahan petani kecil terorganisasi
telah memperoleh sertifikasi MSPO, sedangkan perkebunan besar mencatat 4,1 juta
hektare tersertifikasi. Di Sabah, misalnya, lebih dari 30.000 petani kecil telah
tersertifikasi—mencakup 191.000 hektare area, yang berarti 97,62% dari total lahan
di sana telah memenuhi standar MSPO (Lee, 2025).

Penyertaan data tersebut memperjelas bahwa, meskipun skema sertifikasi
telah diberlakukan secara wajib, implementasinya masih jauh dari inklusif terutama
bagi petani kecil. Disparitas antara lahan dan sertifikat mencerminkan perlunya
mekanisme dukungan yang lebih terarah. Dalam konteks ini, JTF (Joint Task Force)

memainkan peran strategis sebagai platform dialog diplomatik untuk mereduksi
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ketimpangan ini khususnya melalui advokasi kebijakan yang memperhitungkan
realitas lapangan dan kebutuhan petani kecil.

Workstream ketiga, Pelacakan dan Geolokasi (7raceability). Pelacakan dan
geolokasi (traceability) menjadi aspek esensial dalam implementasi kebijakan
EUDR) yang menghendaki bahwa setiap komoditas yang diperdagangkan di pasar
Uni Eropa tidak berasal dari wilayah yang mengalami deforestasi pasca-31
Desember 2020. Sebagai penopang kepatuhan terhadap regulasi ini, Indonesia dan
Malaysia telah mengembangkan sistem digital yang mendukung transparansi rantai
pasok sawit. Tantangan Indonesia dalam menerapkan traceablility dalam produksi
sawit adalah lemahnya hukum mengenai status kepemilikan lahan yang membuat
pembuktian asal-usul produknya sulit dilakukan. Meskipun petani kecil mengelola
sekitar 41 % dari total lahan perkebunan kelapa sawit setara 6,7 juta hektare, hanya
sekitar 1 % dari mereka yang telah memenuhi standar sertifikasi yang
dipersyaratkan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Selain itu,
keterbatasan literasi digital dan infrastruktur internet yang kurang mendukung
menghambat adopsi alat pelacakan canggih seperti geotagging dan pelacakan
berbasis GPS. Rantai pasok yang fragmented memperparah situasi, karena hasil
panen sering bercampur saat dikumpulkan menyulitkan jejak rantai pasok (chain of
custody) yang dibutuhkan untuk kepatuhan EUDR. Tambahan lagi, sebagian lahan
dikelola di dalam zona hutan yang memunculkan risiko legalitas tinggi. Sebagai
upaya mitigasi, PT REA Kaltim Plantations meluncurkan program SHINES (Small-
holder INclusion for Ethical Sourcing), yang memberikan dukungan terhadap lebih

dari 600 petani kecil melalui sertifikasi RSPO dan kepatuhan EUDR. Program ini
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mencakup pemetaan polygon berbasis GPS, verifikasi legalitas lahan, pendaftaran
STDB, serta penggunaan platform digital seperti KoltiTrace dan aplikasi FarmGate
untuk pelacakan transaksi dan pelabelan rantai pasok berbasis QR-code—all dalam
rangka mendigitalisasi dan memudahkan kepatuhan. Strategi ini menunjukkan
bahwa tantangan kepatuhan terhadap EUDR bukan sekadar hambatan regulasi,
melainkan juga momen penting untuk mentransformasi sektor sawit menjadi lebih
transparan, berkelanjutan, dan inklusif, sebuah langkah yang memungkinkan petani
kecil memperoleh harga premium dan akses ke pembiayaan melalui peningkatan
integritas rantai pasok (Lim, 2025).

Indonesia membangun National Dashboard for Commodities (NDC),
platform digital lintas sektor untuk memantau asal usul komoditas pertanian seperti
sawit, kopi, dan karet. Platform ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus
2024 untuk mendukung kepatuhan ekspor terhadap EUDR (Reuters, 2024).

Malaysia telah mengembangkan model sistem ketertelusuran minyak sawit
melalui Sawit Intelligent Management System (SIMS) sebagai platform digital yang
mengintegrasikan data dari seluruh rantai pasok, mulai dari kebun, petani kecil,
hingga pabrik pengolahan dan eksportir. SIMS berfungsi untuk mengumpulkan dan
memverifikasi informasi secara real-time, termasuk volume tandan buah segar
(fresh fruit bunch/FFB), transaksi, harga, serta lokasi geografis sumber produksi.
Sistem ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung
verifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan regulasi internasional

(MPOB, 2023).
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Selain itu, Malaysia juga mengembangkan platform e-MSPO, yaitu versi
digital dari skema sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), yang
menjadi standar legal wajib bagi seluruh pelaku industri sawit di negara tersebut.
Modul traceability dalam e-MSPO meliputi registrasi pelaku usaha, pelaporan
produksi dan penjualan, serta sistem klaim dan verifikasi logo MSPO. Fitur ini
memudahkan pelacakan produk bersertifikat hingga ke tingkat petani kecil,
memastikan bahwa setiap komoditas dapat ditelusuri kembali ke sumber kebunnya.
Hal ini penting mengingat petani kecil menyumbang sekitar 27% dari total luas
perkebunan kelapa ‘sawit Malaysia, sehingga inklusi mereka dalam sistem
ketertelusuran menjadi krusial untuk memenuhi standar internasional (MSPO,
2025).

Workstream keempat, Data Ilmiah tentang Deforestasi dan Degradasi
Hutan. Workstream ini dalam kerangka kerja Ad Hoc Joint Task Force (JTF)
ditujukan untuk memperkuat basis ilmiah atas pelaksanaan kebijakan European
Union Deforestation Regulation (EUDR). Fokus utama workstream ini adalah
membangun dan menyelaraskan data geospasial yang akurat, transparan, serta
terstandarisasi sebagai fondasi bagi sistem pelacakan (¢raceability), penilaian risiko
deforestasi, dan legitimasi implementasi EUDR.

Pemanfaatan data ilmiah verifikasi terutama terkait deforestasi dan degradasi
hutan sebagai fondasi kredibel dalam mendukung proses implementasi EUDR.
Eksistensi bukti ilmiah yang akurat menjadi inti dalam proses negosiasi teknis,

penilaian risiko, serta strategi diplomasi multilateral.
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Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa antara tahun 2020-2022
terjadi penurunan deforestasi hutan primer secara signifikan: Indonesia mencatat
penurunan hingga 64 %, sementara Malaysia mencatat penurunan sebesar 57 %
dibandingkan periode 2015-2017 (World Economic Forum, 2023).

Tren penurunan ini menunjukkan dampak nyata dari kebijakan nasional
seperti moratorium pembukaan lahan baru, penguatan perlindungan kawasan, dan
peningkatan pengawasan operasional terhadap laju hilangnya hutan primer. Secara
spesifik untuk tahun 2024, Nusantara Atlas mengonfirmasi bahwa hilangnya hutan
primer di Malaysia turun sebesar 12 %, dengan sekitar 72.781 hektare yang hilang
di sepanjang tahun itu (Gaveau, 2025).

Implementasi Workstream ini menjadikan data ilmiah sebagai instrumen
negosiasi dan legitimasi. Dengan menyajikan tren penurunan deforestasi yang
diverifikasi satelit atau platform independen, Indonesia dan Malaysia memiliki
landasan yang kuat untuk menyokong klasifikasi mereka sebagai negara berisiko
rendah (low risk) di bawah EUDR. Mereka dapat mengonfrontasi penilaian EU
yang dianggap "berbasis data usang" dan menggunakan angka terbaru sebagai
upaya advokasi ulang klasifikasi (Reuters, 2025b).

Dalam pertemuan kedua JTF yang dilaksanakan pada 2 Februari 2024 di
Putrajaya, Malaysia, pihak Uni Eropa menyampaikan kemajuan signifikan terkait
pengembangan observatorium baru yang disebut EU Observatory on Deforestation
and Forest Degradation (EUFO). Observatorium ini, dikelola oleh Joint Research
Centre (JRC) Uni Eropa, menyediakan peta geospasial global mencakup tutupan

hutan tahun 2020, cut-off date yang menjadi syarat utama dalam EUDR. Selain itu,
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EUFO juga memetakan perubahan tutupan hutan antara 2016-2022 dan
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab deforestasi dan degradasi, termasuk
konversi lahan untuk pertanian, pembalakan, kebakaran hutan, hingga bencana
alam (AGRINFO, 2025).

Workstream kelima, Perlindungan Data Pribadi. Workstream ini bertujuan
memastikan bahwa implementasi traceability dan pelacakan geolokasi tidak
melanggar prinsip privasi dan hukum nasional masing-masing negara. Diskusi
formal mengenai hal ini berlangsung pada pertemuan kedua JTF di Putrajaya (2
Februari 2024), yang secara tegas menegaskan bahwa geolocation data yang
dimaksud bukanlah data pribadi dan tidak terkait dengan identitas pemilik lahan.
Kedua negara Indonesia dan Malaysia menekankan bahwa undang-undang nasional
melarang pengungkapan data kepemilikan lahan dan informasi geospasial tanpa
izin, serta hanya pemerintahan  yang -~ memiliki  kewenangan untuk
mengungkapkannya sesuai ketentuan hukum masing-masing (Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao Indonesia, 2024).

Perlindungan data pribadi menjadi krusial karena negara perlu menjaga
kedaulatan informasi nasional. Isu ini muncul karena implementasi European
Union Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan sistem ketelusuran
(traceability) berbasis geolokasi hingga titik koordinat perkebunan. Bagi Indonesia
dan Malaysia, kewajiban tersebut menimbulkan persoalan politik karena
menyangkut kedaulatan informasi nasional. Data geospasial yang detail bukan

hanya sekadar informasi teknis, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai aset
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strategis negara yang berimplikasi pada keamanan nasional, tata kelola sumber daya
alam, dan legitimasi politik negara produsen di arena internasional.

Secara lebih luas, kepentingan politik dalam perlindungan data pribadi
mencerminkan strategi Indonesia dan Malaysia untuk menolak dominasi regulasi
sepihak Uni Eropa. Langkah ini sejalan dengan prinsip Rational Choice, di mana
negara memilih kebijakan yang paling menguntungkan dalam jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek kedaulatan, stabilitas politik, serta kredibilitas
diplomasi internasional. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya
persoalan teknis dalam implementasi EUDR, melainkan juga bagian dari strategi
politik untuk menjaga kedaulatan informasi sekaligus memperkuat kepentingan
nasional dalam percaturan global.

Disisi lain, kepentingan politik dalam isu perlindungan data pribadi
mencerminkan strategi rasional Indonesia dan Malaysia untuk tidak hanya
melindungi kedaulatan informasi domestik, tetapi juga untuk meningkatkan posisi
tawar dalam diplomasi internasional. Bargaining power yang muncul dari isu ini
memungkinkan kedua negara menegosiasikan syarat-syarat implementasi EUDR
dengan lebih seimbang, sehingga regulasi tersebut tidak semata-mata menjadi
instrumen tekanan, melainkan dapat dikelola melalui mekanisme kolaboratif yang
mengakomodasi kepentingan nasional produsen maupun Uni Eropa sebagai
importir. Strategi ini sejalan dengan Rational Choice Theory, di mana negara

memilih langkah yang memberikan keuntungan politik terbesar.
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Suyatno (2025) menambahkan:
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri dalam dunia

internasional. Tentu karena kita memiliki kelemahan. Jadi ini adalah satu
bentuk model kerja sama yang baik.”

Pernyataan ini menegaskan aspek kerja sama internasional dalam Rational
Choice: negara memilih bekerja sama karena biaya menghadapi Uni Eropa secara
individual lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.

Keberatan ini muncul di tengah persyaratan EUDR yang mengharuskan
pelaku usaha menyediakan informasi geolokasi asal komoditas, yang potensi
konfliknya dengan prinsip GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa
telah menjadi sorotan. GDPR menganggap data lokasi sebagai data pribadi jika
dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, sehingga menuntut mekanisme
perlindungan seperti transparansi, pemberitahuan tujuan, dan jaminan legal dasar
hukumnya. Kontradiksi ini mencuat ketika Indonesia menyatakan keberatan bahwa
sementara pithak UE sendirt menerapkan regulasi ketat terhadap geolokasi, mereka
menuntut data tersebut dari produsen di Global South—sebuah ambiguitas hukum
yang menimbulkan ketidakadilan dan kekhawatiran terhadap ketimpangan
penerapan aturan (Jong, 2025).

Pemerintah Indonesia mencontohkan praktik ketat UE terhadap penggunaan
drone dan data lokasi, menunjukkan bahwa jika lokasi pertanian petani kecil
Indonesia menjadi dasar audit, hal itu bisa jadi melanggar hak privasi tanpa
mekanisme perlindungan yang jelas. Namun, EU dalam responsnya menyatakan
bahwa EUDR bukan bertujuan mengakses data pribadi, dan sistem traceability
bersifat anonim dan terfokus pada sumber komoditas, bukan identitas pemilik

lahan.
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Melalui workstream ini, JTF berusaha merumuskan kesepakatan teknis
mengenai batas antara data geolokasi yang dibutuhkan untuk kepatuhan EUDR dan
perlindungan data pribadi yang diatur oleh hukum nasional dan internasional.
Sebagai landasan hukum domestik, Indonesia telah menerapkan UU Perlindungan
Data Pribadi (PDP Law No. 27/2022) yang mulai diberlakukan penuh sejak Oktober
2024, mencakup aspek hak subjek data seperti akses, koreksi, portabilitas data,
persetujuan eksplisit, hingga penunjukan petugas perlindungan data (DPO) dan
sanksi pidana atas pelanggaran (Medina, 2024).

Sedangkan Malaysia merevisi PDPA-nya untuk memperkuat skema
notifikasi pelanggaran data, penunjukan DPO, pengaturan transfer lintas batas, dan
hak portabilitas. -Guna memperkuat penelitian ini, data-data yang dicantumkan
mencakup: (1) deskripsi legalitas pengelolaan geolocation data menurut GDPR,
PDP Law (Indonesia), dan PDPA (Malaysia); (2) perbedaan definisi antara data
lokasi anonim sebagai data agregat vs. lokasi yang dapat menautkan ke individu;
(3) ketentuan khusus dalam EUDR dan panduan pelaksanaannya tentang
perlindungan data—misalnya pedoman bahwa geolokasi tidak dianggap data
pribadi; (4) jumlah atau proporsi data pelacakan lahan yang sudah di-anonim-kan
oleh sistem like SIMS, NDC, atau e-MSPO; (5) laporan atau pernyataan dari JTF
yang menyetujui mekanisme berbagi data yang tak melanggar hukum, termasuk
protokol verifikasi pihak ketiga untuk menjaga privasi petani; (6) studi kasus
perusahaan seperti SD Guthrie Berhad yang telah memproses data geolokasi dari
lebih dari 102.337 ha lahan dan 40.250 ton CPO yang dikirim ke Uni Eropa,

menggunakan citra satelit dan audit tanpa melewati data individu. dan (7)
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rancangan kebijakan nasional seperti PP No. 26/2021 tentang sistem informasi
pertanian yang menekankan keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem
terintegrasi, sebagai contoh investasi nasional menuju pengelolaan data secara
aman (Agro Indonesia, 2024).

Selain FEuropean Union Deforestation Regulation (EUDR), dinamika
hubungan perdagangan Indonesia—Uni Eropa juga ditandai oleh proses panjang
negosiasi Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IEU-CEPA) yang berlangsung sejak 2016. Perjanjian ini bertujuan
memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan. Keterkaitannya dengan EUDR tidak dapat diabaikan
karena regulasi deforestasi Uni Eropa secara langsung berpotensi memengaruhi
komoditas ekspor utama Indonesia, khususnya minyak sawit, karet, dan produk
turunannya. Setelah hampir satu dekade perundingan, kesepakatan IEU-CEPA
akhirnya tercapai pada Juli 2025 dengan mencakup 21 area kerja sama, mulai dari
perdagangan barang dan jasa, investasi, prosedur bea cukai, perdagangan digital,
hingga regulasi lingkungan.

Dari sisi manfaat, IEU-CEPA diyakini memberi keuntungan signifikan bagi
Indonesia. Sekitar 80% produk ekspor, termasuk tekstil, alas kaki, perikanan,
minyak sawit, dan komponen kendaraan listrik, dibebaskan dari tarif masuk ke
pasar Uni Eropa. Potensi ini diperkirakan mampu mendorong peningkatan ekspor
hingga 50% dalam 3—4 tahun mendatang. Lebih jauh, dampak makroekonomi
perjanjian ini diproyeksikan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04% dan

menciptakan hingga satu juta lapangan kerja baru, khususnya di sektor energi
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terbarukan, industri hijau, dan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, IEU—
CEPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga katalis
bagi transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, berbagai tantangan juga perlu dicermati. Regulasi lingkungan Uni
Eropa, terutama EUDR, berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor komoditas tropis
yang dianggap terkait deforestasi, sehingga mengancam daya saing sawit Indonesia.
Di sisi lain, keterlambatan implementasi kebijakan, keterbatasan modal, akses
teknologi, dan kurangnya tenaga kerja terampil dapat mengurangi efektivitas
perjanjian ini bagi pelaku industri domestik. Tantangan tersebut menegaskan bahwa
[EU-CEPA tidak otomatis memberikan keuntungan, melainkan membutuhkan
strategi adaptasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan.

Selain itu, dari sisi regulasi, perjanjian ini mengacu pada sejumlah ketentuan
penting, seperti penerapan EUDR, standar perlindungan hak kekayaan intelektual
Uni Eropa, aturan investasi yang menjamin perlakuan adil bagi investor, serta
pedoman pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan dan
sosial. Dalam perspektif strategis, IEU-CEPA membuka peluang bagi Indonesia
untuk mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada pasar
tradisional, dan memperkuat daya saing industri melalui efisiensi dan inovasi.
Perjanjian ini sekaligus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Uni Eropa
melalui platform dialog jangka panjang, sehingga dapat dipandang sebagai
instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah

dinamika perdagangan global.
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4.1.3 Respon Indonesia Terhadap Kebijakan European Union Deforestastion

Regulation

Melalui pembentukan Ad Hoc Joint Task Force, Indonesia menyampaikan
kekhawatiran dalam penerapan kebijakan EUDR ini. Dalam menghadapi European
Union Deforestation Regulation (EUDR), Pemerintah Indonesia menyampaikan
beberapa poin penting yang menggambarkan refleksi strategis sekaligus pragmatis
atas tantangan kebijakan internasional terhadap sektor kelapa sawit dan pertanian.
Pertama, Indonesia secara tegas menekankan pentingnya perlindungan terhadap
petani kecil, sehubungan dengan potensi dampak regulasi yang bersifat
administratif dan teknis terhadap kelompok rentan ini. Pemerintah memperingatkan
bahwa EUDR yang diberlakukan secara drastis tanpa mekanisme konsultasi yang
memadai dapat merugikan lebih dari 8 juta petani kecil di Indonesia, mengganggu
rantai pasok, serta menambah beban yang tidak proporsional bagi mereka (KLHK,
2025).

Kedua, pemerintah menolak hambatan yang terbentuk akibat biaya kepatuhan
tinggi. Dalam dialog, Deputi Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno
mempertanyakan keadilan regulasi yang menuntut data geolokasi dari produsen
Global South, sementara Uni Eropa sendiri memiliki pembatasan ketat atas data
semacam itu (Jong, 2025). Pernyataan ini mencerminkan kritik atas
ketidakberimbangan dalam kebijakan global yang berpotensi diskriminatif.

Ketiga, sebagai respons kolektif, Indonesia menekankan perlunya pendekatan
konsultatif dan inklusif melalui Ad Hoc Joint Task Force (JTF) sebagai jalan tengah

(middle ground) yang pragmatis. Pendekatan ini diposisikan sebagai solusi untuk
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menjembatani standar internasional dan realitas domestik yang kompleks
(Permatasari et al., 2024).

Keempat, sektor lingkungan juga menjadi fokus penting dalam respons
nasional. Melalui strategi FOLU Net Sink 2030, pemerintah memproyeksikan target
pencapaian net sink hingga 140 juta ton CO:-eq di tahun 2030. Strategi ini
dijalankan dengan pendekatan ganda: membatasi deforestasi sekaligus
meningkatkan penyerapan karbon hutan (KLHK, n.d.). FOLU (Forestry and Other
Land Use) Net Sink 2030 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus
mengabaikan stabilitas iklim dan perlindungan ekosistem.

Secara keseluruhan, tanggapan Indonesia memadukan dimensi sosial-
ekonomi terutama perlindungan terhadap petani kecil dan kekhawatiran atas biaya
kepatuhan dengan visi pembangunan hijau yang ambisius melalui FOLU Net Sink
2030 dan mekanisme diplomasi reflektif melalui JTF. Strategi ini mencerminkan
pendekatan holistik yang menjadikan unsur inklusivitas, keadilan, dan
keberlanjutan sebagai pusat kebijakan respons terhadap tekanan regulasi global.
4.1.4 Respon Malaysia Terhadap Kebijakan European Union Deforestastion

Regulation

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Malaysia
memberikan respons strategis terhadap penerapan European Union Deforestation
Regulation (EUDR) dengan mengedepankan pendekatan diplomasi kebijakan,
penguatan instrumen domestik, serta advokasi pada forum multilateral. Pemerintah
Malaysia menegaskan bahwa skema sertifikasi nasional Malaysian Sustainable

Palm Oil (MSPO) harus diakui sebagai instrumen kepatuhan terhadap EUDR,
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mengingat skema tersebut telah disesuaikan dengan prinsip keberlanjutan,
pelacakan rantai pasok, dan legalitas lahan. Hal ini1 ditegaskan dalam pernyataan
bersama Uni Eropa dan Malaysia yang menyebutkan bahwa MSPO dapat menjadi
dasar persiapan bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan regulasi bebas
deforestasi. Selain itu, Pemerintah Malaysia mendesak agar implementasi EUDR
tidak bersifat diskriminatif, khususnya terhadap petani kecil. Menurut Malaysian
Palm Oil Council (MPOC), beban administratif dan biaya kepatuhan yang tinggi
dapat menimbulkan hambatan signifikan bagi akses petani kecil ke pasar Eropa.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Malaysia mendorong klasifikasi negara
sebagai “low-risk” dalam sistem benchmarking EUDR, dengan argumentasi bahwa
kebijakan domestik telah berhasil menurunkan deforestasi primer hingga 57 persen
sejak 2022 (Reuters, 2025b).

Sebagai bentuk keseriusan, Malaysia membentuk komite khusus untuk
mempersiapkan langkah-langkah teknis dalam menanggapi ketentuan EUDR,
termasuk penyusunan data yang relevan untuk mengkaji ulang status klasifikasi
risiko negara. Selain itu, Malaysia terus menjalin kerja sama dengan Indonesia
melalui forum seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan Ad
Hoc Joint Task Force (JTF) untuk memperkuat posisi tawar kedua negara produsen
di hadapan Uni Eropa. Kerja sama ini menekankan perlunya kebijakan yang
inklusif dan adil, serta mendorong pengakuan terhadap sertifikasi nasional yang
sudah memenuhi prinsip keberlanjutan. Tidak hanya melalui jalur teknis dan
diplomatik, Malaysia juga menempuh strategi soft diplomacy melalui inisiatif yang

dikenal dengan istilah “orangutan diplomacy”, yaitu pengiriman orangutan sebagai
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simbol komitmen Malaysia dalam konservasi keanekaragaman hayati kepada
negara-negara mitra. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun citra positif
industri sawit Malaysia sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam
mendukung praktik ramah lingkungan.

Selain kebijakan dan diplomasi, Malaysia mengupayakan penguatan tata
kelola domestik, khususnya terkait pelacakan rantai pasok melalui sistem digital
yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. MPOC mencatat bahwa Malaysia
memanfaatkan penundaan implementasi EUDR selama 12 bulan untuk
memperkuat sistem #raceability dan meningkatkan partisipasi petani kecil dalam
skema keberlanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak
hanya bersikap reaktif terhadap kebijakan EUDR, tetapi juga proaktif dalam
menegosiasikan mekanisme yang lebih adil sambil memastikan kelanjutan akses
pasar ekspor ke Uni Eropa. Dengan demikian, respons Malaysia mencerminkan
strategi adaptif yang menggabungkan diplomasi regulasi, advokasi ekonomi, serta
inovasi kebijakan domestik untuk mempertahankan daya saing komoditas sawit di
tengah tuntutan global akan keberlanjutan (Neo, 2024).

Secara holistik, respons Malaysia terhadap EUDR mencerminkan strategi
adaptif yang memanfaatkan diplomasi kebijakan, inovasi regulasi domestik, dan
peneguh citra sektor sebagai pemasok sawit berkelanjutan. Implementasi MSPO,
diverifikasi data lingkungan yang positif, penerapan kebijakan inklusif terhadap
petani kecil, dan advokasi negara risiko rendah merupakan langkah sinergis untuk

menjaga akses pasar ke Uni Eropa sekaligus memitigasi risiko deforestasi.
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4.2 Pembahasan

Menurut teori Rational Choice, negara diasumsikan sebagai aktor rasional
yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian
(Allison & Zelikow, 1999). Keputusan Indonesia dan Malaysia untuk membentuk
Ad Hoc Joint Task Force (JTF) bersama Uni Eropa merupakan bentuk kalkulasi
rasional yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan
secara simultan. Pilihan ini dipandang lebih efektif dibandingkan langkah
konfrontatif seperti pengajuan sengketa ke WTO, yang berpotensi memakan waktu
panjang dan meningkatkan tensi diplomatik.

Melalui kerangka Rational Choice, dapat dipahami bahwa Indonesia dan
Malaysia memilih keterlibatan aktif dalam JTF sebagai strategi rasional untuk
melindungi kepentingan nasional. Semua workstream memperlihatkan kalkulasi
untung-rugi: dari ekonomi (akses pasar dan perlindungan petani kecil), politik
(kedaulatan data dan regulasi), hingga lingkungan (definisi deforestasi berbasis data
ilmiah). Dengan bekerja sama, kedua negara mampu memperkuat posisi tawar di
hadapan Uni Eropa dan mengurangi biaya yang timbul apabila harus menghadapi
regulasi tersebut secara unilateral. Seperti ditegaskan oleh Suyatno (2025), kerja
sama ini adalah bentuk rasionalitas negara dalam menghadapi regulasi global yang
kompleks, sekaligus wujud sinergi kepentingan Indonesia—Malaysia dalam
kerangka diplomasi internasional.

Aspek ekonomi menjadi faktor utama dalam pembentukan JTF. Dengan
pangsa pasar sawit yang besar di Uni Eropa, regulasi EUDR menimbulkan risiko

kehilangan akses pasar dan penurunan devisa negara. Hal ini sejalan dengan temuan
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Sahuri et al. (2024) yang menekankan bahwa “regulasi EUDR merupakan
hambatan nontarif yang secara substansial dapat mengurangi daya saing ekspor
komoditas tropis, terutama bagi negara berkembang” (hlm. 60). Bagi Indonesia,
industri sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja dan menopang kesejahteraan
jutaan petani kecil. Sehingga, pembentukan JTF sebagai sarana dialog dan
negosiasi menjadi langkah logis untuk memastikan adaptasi regulasi tanpa
mengorbankan akses pasar.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian, Uni Eropa menyumbang
sekitar 12% dari total ekspor CPO Indonesia (BPDPKS, 2023) dan sekitar 9,3%
untuk Malaysia (MPOB, 2023). Dengan nilai ekspor Indonesia mencapai USD 18
miliar per tahun, regulasi EUDR berpotensi menimbulkan kerugian signifikan
apabila Indonesia gagal memenuhi standar legalitas dan ketertelusuran yang
dipersyaratkan. Hal ini selaras dengan temuan Sahuri et al. (2024) dalam jurnal
Warta Perkaretan, yang menyatakan bahwa regulasi ini merupakan bentuk
hambatan nontarif yang dapat mengurangi daya saing komoditas tropis. Dengan
demikian, kerja sama melalui JTF menjadi rasional untuk menjaga akses pasar dan
menghindari kehilangan devisa negara.

JTF memungkinkan negara produsen mempengaruhi kebijakan implementasi
EUDR agar tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang merugikan. Dalam
wawancara, Suyatno (2024) menegaskan bahwa “pembentukan JTF adalah
strategi rasional agar Indonesia tidak berada dalam posisi subordinasi terhadap

regulasi sepihak Uni Eropa”. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pembentukan
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JTF bukan sekadar respons teknis, melainkan bentuk diplomasi adaptif berbasis
kalkulasi manfaat.

Dalam teori rational choice, negara dipandang sebagai aktor yang
menghitung biaya manfaat secara strategis di bawah kondisi asimetri kekuatan.
Ketika kekuatan material, kelembagaan, dan normatif Uni Eropa (UE) jauh lebih
besar daripada negara produsen, regulasi seperti EUDR berfungsi tidak hanya
sebagai instrumen lingkungan, melainkan juga sebagai alat penetapan standar
(standard-setting) yang menciptakan compliance pull melalui potensi sanksi pasar.
Dalam konfigurasi ini, “power” bekerja sebagai kemampuan UE untuk menentukan
aturan main dan mengalihkan biaya kepatuhan ke pihak yang lebih lemah (negara
pemasok), sehingga menimbulkan dinamika yang secara praktis mendekati
intimidasi struktural: negara produsen menghadapi pilihan antara menanggung
biaya kepatuhan yang tinggi atau kehilangan akses pasar bernilai. Rasionalitas
Indonesia, karenanya, tidak terletak pada perlawanan frontal yang mahal dan
berisiko melainkan pada rekalibrasi daya tawar melalui pembentukan Ad Hoc Joint
Task Force (JTF) Indonesia—Malaysia—Uni Eropa sebagai koalisi pengimbang
(external balancing dalam domain regulatif).

Dari perspektif politik, pembentukan JTF merepresentasikan bentuk koalisi
kepentingan antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat posisi tawar
terhadap Uni Eropa. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Prof.
Suyatno (2024), pendekatan kolektif ini “bukan sekadar respons teknis, tetapi
bentuk diplomasi adaptif agar tidak terjebak dalam posisi subkoordinasi terhadap

regulasi sepihak.” Analisis ini diperkuat oleh penelitian Fara Mutia et al. (2024)
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dalam Sriwijaya Journal of Private Law, yang menjelaskan bahwa Indonesia telah
mengupayakan diplomasi bilateral dan multilateral, termasuk pertimbangan untuk
mengajukan sengketa ke WTO. Namun, opsi tersebut dinilai tidak seefektif forum
konsultatif seperti JTF yang memungkinkan kompromi lebih cepat dan konstruktif.

Pembentukan JTF juga selaras dengan komitmen Indonesia dan Malaysia
untuk mengedepankan diplomasi pragmatis. Dengan memanfaatkan mekanisme
ini, kedua negara tidak hanya membahas isu teknis, tetapi juga memperjuangkan
kepentingan strategis yang lebih luas, seperti pengakuan sertifikasi nasional (ISPO
dan MSPO) serta perlindungan data geospasial.

Teori Rational Choice, mengemukakan bahwa keputusan kolektif negara-
negara produsen untuk bekerja sama bukan sekadar hasil dari empati lingkungan
semata, melainkan pilihan rasional yang muncul ketika manfaat kolektif dari
kolaborasi melebihi biaya tindak tunggal. EUDR dan regulasi serupa menciptakan
insentif eksternal yang kuat: tanpa kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, akses
pasar berisiko terhambat sehingga nilai ekonomi dan kesejahteraan domestik
terancam. Dalam situasi tersebut, aktor-aktor negara menghadapi masalah
collective action klasik meskipun semua pihak mendapat keuntungan dari
lingkungan yang terlindungi (public good), upaya unilateral sulit diwujudkan
karena biaya adaptasi dan risiko kompetitif. Oleh karena itu, membentuk
mekanisme kerja sama Ad Hoc Joint Task Force merupakan strategi rasional untuk
menginternalisasi manfaat bersama dan menurunkan biaya individual, sekaligus

menciptakan kondisi yang kondusif bagi inovasi lingkungan.
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Indonesia dan Malaysia menyadari pentingnya meningkatkan kredibilitas
praktik keberlanjutan untuk mempertahankan legitimasi di pasar global. Melalui
workstream pelacakan (traceability) dan penguatan sertifikasi (ISPO dan MSPO),
kedua negara menunjukkan komitmen untuk menekan praktik deforestasi. Hal ini
sejalan dengan rekomendasi penelitian Tsiwiyati (2024) dalam Jurnal Esensi
Hukum, yang menekankan pentingnya transformasi industri sawit berbasis
Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menjaga daya saing. Dengan
kata lain, rasionalitas di balik pembentukan JTF juga diarahkan untuk

menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan.



BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Langkah Indonesia melalui pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF)
bersama Uni Eropa dipandang sebagai langkah strategis yang lahir dari perhitungan
rasional untuk menjaga kepentingan nasional. Regulasi European Union
Deforestation Regulation (EUDR) diperkirakan dapat menimbulkan kerugian
ekonomi signifikan, terutama pada sektor minyak sawit yang menyumbang devisa
terbesar dari ekspor non-migas dan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja. Oleh
karena itu, Indonesia melalui JTF berupaya memperjuangkan pengakuan terhadap
skema sertifikasi-nasional (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), sekaligus
memastikan inklusivitas petani kecil dalam rantai pasok global. Langkah ini
menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia dijaga dengan cara menekan
biaya kepatuhan, mempertahankan daya saing di pasar Eropa, dan mencegah
marginalisasi kelompok rentan. Selain itu, melalui isu perlindungan data pribadi,
Indonesia menegaskan kedaulatan politik dalam mengelola informasi domestik,
sementara pengembangan data ilmiah mengenai deforestasi menjadi instrumen
untuk memperkuat legitimasi komitmen keberlanjutan. Dengan demikian,
keputusan Indonesia untuk bergabung dalam JTF mencerminkan penerapan
rasionalitas dalam kerangka Rational Choice Theory, di mana negara memilih opsi
yang paling menguntungkan untuk mempertahankan kepentingan nasional di

bidang ekonomi, politik, dan lingkungan.
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Bergabungnya Malaysia dalam pembentukan JTF juga berangkat dari analisis
rasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Malaysia, yang
menjadikan ekspor Kkelapa sawit sebagai salah satu penopang utama
perekonomiannya, menghadapi risiko serupa akibat penerapan EUDR, terutama
terhadap keberlanjutan skema Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang telah
diberlakukan secara wajib sejak 2020. Melalui JTF, Malaysia menegosiasikan
pengakuan atas MSPO agar tidak terjadi diskriminasi regulasi yang menguntungkan
perusahaan besar saja, tetapi juga melindungi petani kecil yang mengelola lebih dari
seperempat lahan sawit nasional. Dari sisi politik, Malaysia menempatkan isu
perlindungan data pribadi sebagai bentuk upaya mempertahankan kedaulatan
domestik terhadap-intervensi eksternal, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam
diplomasi perdagangan internasional. Pada aspek lingkungan, Malaysia
mendukung pengembangan data ilmiah bersama Uni Eropa untuk memastikan
bahwa kebijakan terkait deforestasi didasarkan pada bukti yang objektif dan
transparan, bukan pada persepsi yang merugikan negara produsen. Dengan
demikian, keputusan Malaysia untuk bergabung dalam JTF juga merepresentasikan
strategi rasional untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, memperkuat legitimasi

politik, dan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
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5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat
diajukan baik untuk Pemerintah Indonesia, komunitas internasional, maupun studi
akademik ke depan.

1. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk memperkuat diplomasi
lingkungan yang bersifat inklusif dan berbasis data ilmiah. Pemerintah
perlu terus memfasilitasi petani kecil agar mampu memenuhi ketentuan
EUDR melalui pendataan geolokasi yang akurat, pelatihan uji tuntas, dan
integrasi sertifikasi berkelanjutan secara nasional.

2. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum domestik yang
melindungi data pribadi petani, sembari menciptakan mekanisme berbagi
data yang aman dan sesuai dengan  prinsip-prinsip transparansi
internasional. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan tanpa
mengorbankan kedaulatan data nasional.

3. Kerja sama regional seperti melalui CPOPC harus diperluas, tidak hanya
terbatas pada minyak sawit, tetapi juga pada komoditas lain seperti kopi,
kakao, dan kayu. Hal ini akan memperkuat posisi tawar negara-negara
ASEAN dalam menghadapi tekanan normatif dari aktor-aktor global
seperti Uni Eropa.

4. Bagi Uni Eropa, disarankan untuk menerapkan kebijakan yang lebih
sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi negara produsen. Regulasi

seperti EUDR sebaiknya disusun melalui konsultasi lebih awal dan
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inklusif agar tidak menimbulkan resistensi atau distorsi dalam
perdagangan internasional.

Untuk penelitian akademik selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi
dinamika aktor non-negara dalam diplomasi lingkungan global, termasuk
peran organisasi produsen komoditas, perusahaan multinasional, dan
lembaga masyarakat sipil. Penelitian juga dapat difokuskan pada dampak
EUDR terhadap transformasi rantai pasok global pasca-2024.

Dengan memperkuat dialog dan kerja sama yang setara antara negara-
negara produsen dan konsumen, diharapkan tujuan keberlanjutan
lingkungan global dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan ekonomi

bagi negara-negara berkembang.
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Indonesia, Malaysia, Bersama Uni Eropa terkait Kebijakan
European Union Deforestation Regulation Dimana kebijakan
ini baru diterapkan pada 1 Januari 2025, namun pengesahannya
sudah dari 29 Juni 2023. Tetapi sejak tanggal ditetapkan, ada
penyesuaian-penyesuaian Bersama negara-negara produsen
sawti terkait pengimplementasian kebijakan EUDR ini.
Mungkin untuk wawancaranya tidak akan lama pak sekitar 30
menit saja, karena akan memasuki waktu magrib juga. Dalam
lampiran pertanyaan saya ada 10 pertanyaan, jika bapak akan
jawab semua boleh atau nanti disesuaikan dengan daftar

pertanyaannya.

Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana bapak
melihat posisi Malaysiadalam dinamika hubungan ekonomi

global khususnya terkait kebijakan EUDR ini?

:Iya, Malaysia adalah salah satu eksportir utama minyak sawit,
karet, dan kayu, jadi tentu akan memiliki peranan strategis
dalam kebijakan ini. Merespon kebijakan EUDR yang
mewajibkan produk bebas deforestasi sehingga berpotensi
mengganggu pasar ekspor Malaysia ke EU. Jadi posisi Malaysia

tentu akan melindungi kebijakan ekonominya sambil terus
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berusaha untuk memenuhi tuntuan keberlanjutan. Jadi tentu

Malaysia akan fight terhadap kebijakan ini.

:Iya betul, seperti halnya Indonesia juga sama sawit merupakan
salah satu penopang ekonomi negara, sehingga Ketika kebijakan
ini diterapkan makan akan berdampak negative terhadapa

negara-negara produsen.

:Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa Indonesia
dan Malaysia membentuk ad hoc joint task force dalam
merespon kebijakan EUDR ini dibanding negosiasi secara

bilateral atau melalui WTO?

: Pertama adalah saya melihat Malaysia mempertahankan pasar
ekspor ya terutama EU adalah pasar utama sawit dan juga pasar
utama produk berbasis hutan karena Malaysia juga mengekspor
banyak produk berbasis hutan lainnya. Yang kedua, Malaysia
menolak stigmatisasi negative karena EUDR ini dianggap

merugikan petani kecil dan mengabaikan keberlanjutan.

Yang kedua, Malaysia menolak stigmatisasi negatif karena
kebijakan EUDR ini dianggap merugikan petani-petani kecil,

dan mengabaikan keberlanjutan yg dilakukan. Jadi kalaupun
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muncul Black campaign, stigmatisasi negatif, itu kita tolak lah.
Jadi tidak perlu kita respon secara serius. Karena itu ada forum
dan mekanismenya sendiri. Dan Malaysia lebih mengedepankan
mekanisme yang rasional yaitu jalur-jalur yang sudah saya
sebutkan tadi ya. Dan saya lihat Indonesia juga menyatakan hal
yang sama. Dan yang ketiga, mencari solusi bersama. Itu yang
menjadi misi memperkuat posisi tawar. Mekanisme persyaratan
unilateral EU menjadi perhatian utama. Jadi bagaimana kita
memformulasikan  satu policy yang memiliki = bargaining
position yang kuat dengan melihat apakah syarat-syarat yang
diberikan EU masuk akal atau tidak, kita mencoba dengan

mencari solusi bersama.

:Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran kerja
sama regional atau solidaritas negara produsen dalam konteks

ini pak?

:Iya kita melihat ASEAN sendiri ini sudah menjadi satu nyawa
dalam hubungan internasional sejak dibentuk. Tentu alasan yang

dilakukan tidak lain adalah :

Pertama, solidaritas regional ya, sebab Indonesia dan Malaysia

in ikan produsen sawit terbesar didunia. Kalau bisa



86

diterjemahkan dalam persentase itu sekitar 85% ya pasokan
global berasal dari Indonesia dan Malaysia. Ini tentu suara yang
sangat besar yang diperlukan oleh Malaysia dengan
menggandeng Indonesia. Sehingga suaranya didengar sebab
kita eksportir terbesar didunia. Artinya kalau kita Bersatu, ini
akan menjadi solidaritas regional yang sudah menjadi semangat

ASEAN yang kita miliki.

Yang kedua, Malaysia masih meyakini seperti yang sudah
dikatakan tadi, bahwa diplomasi adalah jalur efisien dijaman
modern seperti sekarang. Jadi JTF ini memungkinkan
koordinasi kebijakan, koordinasi data yang terpadu. Sebelum
naik ke level WTO ya, yang biasanya berlarut-larut prosesnya.
Jadi paling tidak, kita meyakinkan pihak EU secara Bersama
dengan Indonesia dengan data yang cukup, kemudian kebijakan
yang terkoordinasi dengan baik, agar menjadi bekal efisiensi
untuk berdiplomasi lebih jauh dalma memastikan kesuksesan

program Kkita.

Yang ketiga, Kita juga punya semangat untuk tidak berkonflik.
Jadi sebisa mungkin kita menghindari konflik langsung. Sebab

negosiasi ini akan menjadi lebih efektif dibandingkan dengan
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tekanan politik Ketika kita memperkarakan ini ke WTO yang

nantinya akan berlarut-larut.

:Dari penjelasan bapak bisa disimpulkan bahwa JTF menjadi
media yang efektif untuk melakukan iplomasi atau bargaining
dengan EU. Selanjutnya apakah JTF akan mampu

menjembatani kepentingan petani kecil atau small holder?

:Malaysia sudah melakukan itu. Karena kita mempercayai
bahwa pembentukan JTF ini memang strategi yang paling
rasional untuk = perlindungan ekonomi nasional terutam
dampaknya pada petani-petani kecil ya. Jadi sebagai negara, kita
harus mempunyai satu kebijakan yang meliputi dibawah yang
terkena dampak. Kita harus menjadi filter yang baik yang
menguntungkan petani-petani. Karena sumber day aini akan

menjadi sinergi untuk Indonesia dan Malaysia.

:Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apakah JTF mampu

mempengaruhi kebijakan EU secara konkrit pak?

:Oke pengaruh JTF indikasinya terhadapa kebijakan EUDR.
Yang pertama kemungkinan penyesuaian waktu. Jadi EU

memberikan masa transisi sertifikasi yang disebutkan tadi. Dan
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kita akan push untuk meyakinkan pihak EU bahwa sertifikasi

kita lebih dari cukup.

Yang kedua, mitigasi dampak. Jadi kalau pihak EU masih
ngotot, maka JTF bisa membantu diversifikasi pasar ke negara
lain. Nah ini menarik, tentu kita tertantang untuk tidak

bergantung pada pasar EU.

Yang ketiga yaitu meningkatkan diplomasi. Jadi diplomasi
dengan EU melalui JTF itu akan terus dilakukan dan ini aka

menjadi potensi utama dalam menyelesaikan masalah ini.

: Apakah bentuk JTF ini dapat dijadikan model kerja sama
serupa dimasa. depan dalam menghadapi kebijakan

internasional?

:Iya. Ya saya rasa ini penting, karena kita tidak bisa
menyelesaikan  masalah dengan sendiri dalam dunia
internasional. Tentu karena kita memiliki kelemahan. Jadi ini

adalah satu bentuk model kerja sama yang baik.



